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ABSTRAK 

 
Poligami diartikan sebagai suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki 

istri lebih dari satu orang. Yang menjadi problematika di dalam perkawinan 

poligami adalah mengenai pembagian waris. Di mana ketika suami meninggal dan 

meninggalkan harta, yang mana dalam harta tersebut juga terdapat hak istri yang 

harus dibagikan secara adil. Berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI bagian waris 

istri adalah 1/4 bagian jika suami tidak meninggalkan anak dan 1/8 bagian jika 

suami meninggalkan anak. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH 

Perdata bagian waris istri adalah sama besar dengan anak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembagian 

waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata, serta 

untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian 

waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata. Penelitian 

ini berjenis library research. Dalam teknik pengumpulan data penulis 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai buku dan 

sumber tertulis yang berkaitan dengan pembagian waris istri dengan sumber data 

primer KHI dan KUH Perdata. Setelah itu data tersebut akan dibandingkan secara 

deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara KHI dan KUH Perdata. 

Hasil dari penelitian ini adalah dalam KHI berdasarkan ketentuan pasal 180 KHI 

bagian waris para istri dalam perkawinan poligami adalah sama besar, yaitu 1/4 

jika suami tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika suami meninggalkan anak. 

Dalam KHI harta bawaan dan harta bersama sifatnya terpisah. Harta bersama 

dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dihitung 

sejak dilangsungkan perkawinan. Dalam pasal 852 KUH Perdata dijelaskan 

bahwa istri mendapatkan bagian sama besar dengan anak, kemudian dalam 

ketentuan pasal 852a KUH Perdata seorang istri kedua tidak boleh mendapatkan 

bagian lebih besar dari anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian. 

Berdasarkan pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan maka 

menurut hukum terjadi pencampuran harta. Dalam KHI maupun KUH Perdata 

sebelum harta waris dibagikan maka perlu ditentukan terlebih dahulu harta 

bersamanya dan bagian suami menjadi hak ahli warisnya. KHI mengenal adanya 

harta bawaan, sedangkan KUH Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan. 

 

Kata Kunci: KHI, KUH Perdata, Pembagian Waris, Istri 
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MOTTO 

 

َّمَعََّالْعسُْرَِّيسُرًاَّ.يسُرًامَعََّالْعسُْرَِّ فاَِن َّ  .اِن 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemuudahan. (QS. Al-Insyirah (94): 5-6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 158 tahun 1987 dan nomor 

0543//U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-

latin dengan penyesuaian sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
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atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḥah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Ḍammah U U ا  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau .....  ى /..  ا ...

ya 

Ā a dan garis di 

atas 
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 kasrah dan ya Ī i dan garis di ....  ي

atas 

 dammah dan wau Ū u dan garis di ...  و

atas 

Contoh: 

 Qāla : ق ال  

ي   ب  ن ص   : Nasībun 

و   ف ر  ضًامَّ  : mafrūḍon 

4. Ta’ Marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’ marbuṭah ada dua, yaitu ta’ marbuṭah hidup atau yang 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Ta’ 

marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbuṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbuṭah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ة  ب ي ن  ال ع ش ر   -   ‘usyroti bayna 

ة   - ر  ن وَّ ي ن ة  ال م  د   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  ال م 

munawwarah 

ة   -  ṭalhah   ط ل ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 falahunna ف ل ه نَّ  -
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يَّة   - ص   waṣiyyatin و 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

ل   - ج   ar-rajulu  الرَّ

ال دٰن  ال   - و   al-walidāni 

س   -  asy-syamsu الشَّم 

ض  ائ  ر  ف  ل  ا   -  al-farāiḍi 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

ذ   -  ta’khużu ت أ خ 

 syai’un ش يئ   -

ء   -  an-nau’u النَّو 

 inna إ نَّ  -
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8. Lafz al-jalālah  

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau  

berkedudukan sebagai muḍāf ilahi (frasa  nominal),  ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh:   ي ن  الل  .billāhi : ب الل   , dīnullāh : د 

Adapun ta marbuṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:  ة  الل م  ح   .hum fī raḥmatillāh : ھ م  ف ي  ر 
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BABhI 

hPENDAHULUANh 

A. Latar Belakang Masalah 

Poligami atau menikahhdengan lebih dari seorang istri bukan merupakan 

masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, di berbagai penjuru dunia. 

Bangsa Arab sudah melakukan poligami bahkan sejak sebelum Islam datang. 

Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan 

bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, 

bahkan di antara para Nabihsekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing 

ataupun tidak disukai.1 

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata polus 

yang berarti banyak dan gonus yang berarti perkawinan. Poligami dapat diartikan 

sebagai suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu 

orang. Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 

seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. 

Persetujuanhdari istri atauhistri-istri untuk suami yang bermaksud ingin 

menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) merupakan salahhsatu syarat 

untukhmengajukan permohonan izin melakukan poligami ke Pengadilan Agama 

(Pasal 4 ayat (1) dan Pasalh5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan). 

Selain dengan syarat persetujuan istri, masih terdapat dua persyaratan lagi, yaitu 

adanya kepastian bahwa suami yang akan berpoligami mampu menjamin 

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa 

                                                             
1 MuhammadhBagir al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur‟an, as-Sunah, dan 

Pendapat Para Ulama (Bandung: Mizan Media Utama, tt), hlm. 90. 



2 
 

suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) 

huruf b dan c).2 

Diizinkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil kepada istri dan 

anak-anak,hhal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-

Nisa ayat 3: 

نى ث  م   اء  س  الن    ن  م    م  ك  ل   اب  ط   ام  ا و  ح  ك  ان  تمى ف  ي  ى ال  ا ف  و  ط  س  ق   ت  لَّ ا   م  ت  ف  خ   ن  ا  و  

 لَّ نى ا  د  ا   ك  ذل   م  ك  ان  م  ي  ا   ت  ك  ل  ام  م   و  ا   ة  د  اح  و  ا ف  و  ل  د  ع   ت  لَّ ا   م  ت  ف  ح   ن  ا  ف   ع  ب  ر  و   ث  ل  ث  و  
 او  ل  و  ع  ت  

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 

kamu khawatir tidakhakan mampuhberlakuhadil, maka (nikahilah) seorang 

saja, atau hamba sahaya perempuan yanghkamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.3 

Dari perkawinan poligami apabila salah satu keluarga ada yang meninggal 

dunia, maka akan terjadi pewarisan. Firman AllahhSWT surat an-Nisa ayat 7: 

ب اا ر  الّم  م ن  و  اادق ال  و 
ا  الم مَااا ت اار  اايم ِّ م   ااا   ن ي  ج  ن  ۖ ل لر   ااا  و  وم لن  س  مَااا ت اال  اايم ِّ م   ا  ء  ن ي  ر 

ن  م   ب وم ر  الّم  م ن  و  ال دق و 
ه  ا وم ك ث ر  الم نم يم  مَا   لَ م  وم  ب ان ي  ر  امَفم  ض 

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan.4 

Pada ayat tersebut, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris 

secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, antara laki–

laki dan juga wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka banyak atau sedikit 

                                                             
2 Tihami, Sohai Sahrani,  Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), hlm. 351. 
3 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 77. 
4 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 78. 
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pewaris rela atau tidak rela, yang pasti bagian waris telah Allah tetapkan kepada 

pewaris karena hubungan nasab.5 

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw dijelaskan: 

 6ا سمواالما  بين اهل الفراىئض على كتاب الله
Bagilah harta di antara para ahli waris berdasarkan ketetapan Allah. 

Hukum waris menurut pada pokoknya merupakan peraturan yang 

mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu 

atau beberapa orang lain. Intinya merupakan peraturan yang mengatur akibat-

akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya yang 

berwujud, dimana dalam perpindahan kekayaan si pewaris terdapat akibat hukum 

dari perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara 

sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga, dan oleh karena itu 

masalah pewarisan baru terjadi apabila ada orang yang meninggal, ada harta yang 

ditinggalkan dan ada ahli waris. 

Terdapat tiga dasar hukum waris yang berlaku saat ini dan diterima 

masyarakat yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris 

perdata. Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut bukan semata-mata sebagai 

fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena adanya faktor sosiologis, 

kultural, keyakinan dan lain sebagainya, demikian juga seperti hukum waris adat 

juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat 

                                                             
5 Muhammad Ali As-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terjemah H. Addyz 

Aldizar, Lc, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1966), hlm. 18. 
6 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, Shahih Muslim, (Riyadh: 

Dar al-Hadarat Li an-Nasyri wa al-Tauzi’, 2015), hlm. 517. 
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patrilinial, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat 

tersebut dapat dijumpai perbedaan dalam hukum kewarisannya.7 

Pembagian waris menurut Islam yaitu harta waris yang akan dibagikan, 

terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu yaitu zakat dan sewa, biaya 

pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris, serta wasiat yang tidak boleh lebih 

dari sepertiga harta warisan. Sumber pokok hukum waris Islam adalah al-Qur’an 

dan hadis nabi, kemudian ijma’ atau kesamaan pendapat dan qiyas atau analogi. 

Pembagian harta waris bagi istri yang dipoligami sama besarnya antara istri 

pertama, istri kedua, dan seterusnya. Apabila suami memiliki anak, maka bagian 

istri atau istri-istri 1/8 bagian. Apabila istrinya dua, maka 1/8 dibagi dua menjadi 

1/16 bagian. Jika suami tidak memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/4. 

Kemudian bagian 1/4 ini dibagi sejumlah istri.8 Pembagian ini sesuai dengan surat 

an-Nisa ayat 12, yaitu: 

ت م   ك  مَا ت ر  ب ع  م  ل ه نَ الرُّ ل دِّ ا ن  ل م  ي ك ن  ل ك    و  ل دِّ ف إ ن  ك ان  ل ك    م  و  ن  ف ل ه نَ الثُّ  م  و  م 

ا أ   ن  ب ه  و  ص  يةٍَ ت و  ص  ن  ب ع د  و  ت م  م  ك  مَا ت ر   ي نٍ و  د  م 
Parahistri memperolehhseperempat hartahyang kamuhtinggalkan jika 

kamuhtidak memilikihanak. Jika kamuhmempunyai anak, makahpara istri 

memperolehhseperdelapan darihharta yang kamuhtinggalkan sesudah 

dipenuhihwasiat yang kamuhbuat atauh(dan) sesudahhdibayarhhutang-

utangmu.9 

Dalam KUH Perdata, sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata apabila 

pewaris meninggal dunia dan meninggalkan suami atau istri yang hidup terlama 

beserta anak atau keturunannya, mereka mewaris bagian yang sama besarnya. 

                                                             
7 Bagir Manan, “Menuju Hukum Waris Nasional” (Jakarta: Makalah, BPHN-Ikatan 

Keluarga Alumni Notariat UNPAD, 2009), hlm. 6. 
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 

2006), hlm. 61. 
9 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 79. 
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Berdasarkan pasal tersebut ahli waris berdasarkan golongan darah dibagi menjadi 

empat golongan yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan 

golongan keempat. Dalam hal ini istri merupakan ahli waris golongan pertama, 

yang mana ahli waris golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke 

bawah yaitu anak, cucu, dan suami atau istri yang hidup paling lama. Jika 

seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan empat orang anak, maka 

masing-masing mendapatkan 1/5 bagian dari harta warisan.10 

Hukum waris dalam KHI, sesuai dengan pasal 180 KHI janda 

mendapatkan 1/4  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 

meninggalkan anak maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Namun aturan KHI 

hanya sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan, jika 

tidak ada ajuan maka keluarga cukup membaginya dengan berdasarkan surah an-

Nisa ayat 11-13 dan tanpa melibatkan KHI atau pihak pengadilan.11 

Darihbeberapa pandangan di atas,hdapat dipahami bahwa terdapat 

perbedaan dalam pembagianhwaris istri dalam perkawinanhpoligami.hPembagian 

warishistri dalam KHI tidak berbeda dengan hukum Islam yaitu 1/4hjika suami 

tidakhmeninggalkan anak dan 1/8hjika suamihmeninggalkanhanak. Sedangkan 

KUH Perdata mengatakan bahwa istri masuk dalam ahli waris golongan pertama 

bersama anak dan cucu yang mana pembagiannya adalah sama rata setiap ahli 

waris.  

                                                             
10 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 

141. 
11 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 

125. 
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Perkara waris merupakan salah satu yuridiksi Peradilan Agama 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat ketentuan 

mengenai hak pilihan hukum (hak opsi) yang khusus diberlakukan bagi perkara 

kewarisan. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 angka ke-2 alinea keenam menyebutkan:12 

“Sehubugan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan 

dalam pembagian waris.” 

 

Sehingga umat Islam dapat memilih hukum apa yang akan digunakan utuk 

menyelesaikan perkara kewarisannya di Peradilan Agama, apakah mereka akan 

memilih menggunakan hukum adat, hukum perdata Barat (BW) yang menjadi 

kewenangan Peradilan Negeri, atau memilih hukum Islam yang merupakan 

kewenangan Peradilan Agama. Akan tetapi karena Peradilan Agama sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 

kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. Dalam kaitannya perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang 

terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang menyatakan “para pihak sebelum berperkara dapat 

                                                             
12 Dadan Muttaqien, Hak Opsi dalam Kewarisan sebagai Tragedi Hukum, “Jurnal Al 

Mawarid Edisi VII 2002”, hlm. 36-37. 
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mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam 

pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.13 Sehingga umat Islam tidak lagi dapat 

memilih hukum apa yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan perkara 

kewarisannya di Peradilan Agama, melainkan ia akan menggunakan hukum Islam 

untuk menyelesaikan perkara kewarisannya di Peradilan Agama.  

Hak-hakhdan kewajibanhmanusia dalamhhal kekayaanhdan hartahbenda 

dapathdiwariskan. Hukumhwaris sangatherat kaitannyahdenganhkehidupan 

manusiahkarena setiaphmanusia akanhmengalami kematian.14 Permasalahan 

selanjutnya adalah tentang bagaimanahketentuan pembagianhharta waris istri 

dalamhperkawinan poligami mulai dari pembagian harta bersama sampai dengan 

pembagian harta warisnya. Di mana ketika suami meninggal dan meninggalkan 

harta yang mana harta tersebut bukanhhanya milikhsuami tetapihjuga terdapat 

hak-hakhistri-istri yanghharus dibagikan seadil-adilnya. Bahkan tidak jarang ada 

permasalahan ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan konflik dan ahli waris 

akan memilih ketentuan pembagian yang paling menguntungkan dirinya. 

Dalam hal pembagian waris berdasarkan KHI dan KUH Perdata sebelum 

waris dibagikan maka perlu dipisahkan terlebih dahulu harta bersama 

perkawinannya. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang 

diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Mengenai harta bersama dalam 

Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya 

Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya 

                                                             
13 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
14 Effendi Perangin-Angin, Hukum Waris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

30. 
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masuk dalam rubu’ul mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak 

dibicarakan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh 

karena pada umunya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab. 

Sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami 

istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang 

dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Seterusnya beliau mengatakan, 

oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk 

perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama 

masuk dalam pembahasan syirkah mufāwadah dan abdān.  

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta 

bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan 

Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah 

abdan dan adat.15 Dalam fikih sendiri tidak ditemukan pembahasan mengenai 

harta bersama, karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta 

bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini. Meskipun demikian undang-undang 

baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUH Perdata 

merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan.16 

Pembagian waris merupakan hal yang sensitif, apalagi pembagian waris 

dalam keluarga poligami. Karena dalam keluarga poligamis, orang akan lebih 

peka sehingga mudah muncul perasaan cemburu, iri hati/dengki, hal ini dapat 

menggangguhketenangan keluargahdan dapat pulahmembahayakanhkeutuhan 

                                                             
15 Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 

Agustus 2015”, hlm. 84-85. 
16 Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 

Agustus 2015”, hlm. 90. 
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keluarga.17 Untuk menghindari adanya konflik akibat pembagian harta yang tidak 

adil, juga adanya ketentuan mengenai harta bersama dalam KHI dan KUH Perdata 

yang tidak disebutkan dalam fikih dan termasuk ke dalam rana ijtihad ulama masa 

kini, serta adanya perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan 

poligami dalamhKHI dan KUH Perdata menjadi daya tarik sendiri bagi penulis 

untuk meneliti danhmengkaji mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan 

poligami darihsegi hukum positif yanghada di Indonesia yaitu KHIhdan KUH 

Perdata dengan melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam karya tulis 

ilmiah skripsi dengan judul; PEMBAGIAN WARIS ISTRI DALAM 

PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 

DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. 

B. DefinisihOperasional 

Untukhtercapainya kesepahamanhdan menghindarihadanyahkekeliruan 

denganhistilah yanghdigunakan dalamhpenelitian makahpenulishmemandang 

perluhmemberikan batasanhpada istilahhyang dianggaphpenting dalamhpenelitian 

ini,hyaitu: 

1. Bagian Waris Bagi Istri 

Bagian waris bagi istri adalah jumlah bagian harta waris yang diterima 

oleh istri. 

2. Poligami 

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus 

yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata 

                                                             
17 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130-132. 



10 
 

ini digabungkan, maka poligami akan berarti perkawinan yang banyak atau 

lebih dari seorang. Poligami adalah perkawinan laki-laki dengan lebih dari 

seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.18 Adapun pengertian 

poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami 

yang beristri lebih dari seorang. Lawan dari poligami adalah monogami, 

yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki 

seorang istri dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai 

perkawinan seorang suami dengan istri lebihhdari seorang dengan batasan 

maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.19 

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

KompilasihHukum Islamhadalah sekumpulanhmateri hukumhIslam yang 

ditulishpasal demihpasal, berjumlahh229 pasal, terdirihdari 3hkelompok 

materihyaitu, hukumhperkawinan (170hpasal), hukumhkewarisanhtermasuk 

wasiathdan hibahh(44 pasal), danhhukum perwakafanh(14 pasal). 

4. KitabhUndang-Undang HukumhPerdata (KUHhPerdata) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-

peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu 

dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.20 

C. RumusanhMasalah 

                                                             
18 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 351. 
19  Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan  

dan Hukum  Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 2. 
20 Kamsil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,1984), hlm. 214. 
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Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami 

menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam 

perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata? 

D. TujuanhPenelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untukhmengetahuihbagaimana ketentuan pembagian waris istri dalam 

perkawinanhpoligami menuruthKompilasi HukumhIslamhdan KitabhUndang-

UndanghHukumhPerdata. 

2. Untukhmengetahui bagaimanahpersamaan danhperbedaan ketentuan 

pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menuruthKompilasi 

HukumhIslam dan KitabhUndang-Undang HukumhPerdata. 

E. ManfaathPenelitian 

1. ManfaathTeoritis 

Penelitianhini diharapkanhmampu memberikanhwawasanhkeilmuan 

mengenaihpembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut dan KHI 

dan KUH Perdata. Diharapkanhpula penelitianhini dapathmenjadihbacaan, 

referensi,hdan acuanhbagihpenelitian-penelitianhselanjutnya. 

2. ManfaathPraktis 
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Hasilhpenelitian inihdiharapkan dapat digunakan sebagaihbahanhmasukan 

untukhperencanaan, pelaksanaan,hpengambilan keputusan,hdanhevaluasi 

kinerjahdalam praktekhkewarisan poligamihkhususnya dalam bagian istri-istri. 

F. Kajian Pustaka 

Untukhmendapatkan gambaranhtopik yanghakan diteliti,hpenulis 

melakukanhpenelusuran terkaithtopik penelitian.hDari penelusuranhyang 

dilakukan,hpenulis menemukanhbeberapa penelitianhsejenis yanghsudah 

dilakukanhsebelumnya. Penulishtelah melakukanhpenelusuran terhadaphbeberapa 

karyahilmiah sepertihbuku, jurnal,hskripsi danhpenelitian lainnyahyanghmemiliki 

keterkaitanhdengan penelitianhini. Adapunhbeberapa penelitianhtersebuthadalah 

sebagaihberikut: 

1. Tesis berjudulhHak WarishIstri Keduahdalam PerkawinanhPoligamihTanpa 

IzinhBerdasarkan HukumhFiqih danhHukum Islamhdi Indonesiahyaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Misda Deni dari Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. Dalam tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum, 

perlindungan hukum, dan hak waris Istri dalam perkawinan poligami tanpa 

izin. Tesis ini berbeda dengan skripsi penulis karena tidak membahas mengenai 

pembagian harta warisnya.  

2. Skripsi berjudul TinjauanhHukum IslamhTerhadap PembagianhWarisan Bagi 

Istri-Istrihdalam KeluargahPoligami (Studi Kasus di Desa Tegauli Kecamatan 

TanjunghKabupatenhBrebes) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hikmatun 

Nisa dari UniversitashIslamhNegeri SunanhKalijaga. Dalamhskripsi ini sama-

sama membahas tentang pembagian waris istri dalam perkawinan poligami 
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ditinjauhdari hukumhIslam dan merupakan studihkasus dihDesa Tegauli 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Sedangkan penulis membahas 

mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut hukum 

KHI dan KUH Perdata. 

3. Skripsi berjudul PembagianhWaris dalamhPerkawinan TidakhTercatath(Studi 

KasushPerkawinan Poligamihdi KelurahanhCipetehSelatan) yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad Fahri dari UniversitashIslamhNegerihSyarif 

HidayatullahhJakarta pada tahun 2016. Dalam skripsihini membahas mengenai 

praktekhpembagian waris dalam perkawinan poligamihyang tidakhtercatat di 

KelurahanhCipetehSelatan. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis 

karena penulis membahas mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan 

poligami menurut KHI dan KUH Perdata. 

4. Jurnal berjudul PembagianhHarta WarisanhDalam PerkawinanhPoligami 

Perspektif HukumhIslam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vera Arum 

Septianingsih dan Nurul Maghfiroh dalam Jurnal Varia Justicia Vol 11 No.1 

Oktober 2015. Dalam jurnal ini membahas mengenai cara pembagian harta 

waris dalam perkawinan poligami dan bagian masing-masing pewaris dalam 

perkawinan poligami menurut hukum Islam. Jurnal ini berbeda dengan skripsi 

penulis karena penulis membahas mengenai pembagian waris dalam 

perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata. Selain itu, dalam jurnal 

tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai pembagian waris istri dalam 

perkawinan poligami. 
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poligami dan 

bagian masing-

masing pewaris 

dalam perkawinan 

poligami menurut 

hukum Islam. 

pembagian 

waris dalam 

perkawinan 

poligami 

menurut KHI 

dan KUH 

Perdata. Selain 

itu, dalam jurnal 

tersebut belum 

dijelaskan 

secara rinci 

mengenai 

pembagian 

waris istri dalam 

perkawinan 

poligami. 

Berdasarkanhpenelitian terdahuluhyang berhasilhpeneliti temukan,hmaka 

penelitihdapat menyimpulkanhbahwa secarahkonteks penelitian,hbelum adahyang 

membahashmengenai pembagian waris istri dalamhperkawinan poligamihmenurut 

hukumhpositif yang ada di Indonesia yaitu KHIhdan KUH Perdata. Untuk itu 

penulishtertarik untukhmembahas masalah tersebut. 

G. Metode Penelitian 
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Agar suatu penelitian terarah dan sistematis, tentunya diperlukan metode 

yang jelas. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. JenishPenelitian 

Jenishpenelitian yang digunakan dalam penelitianhini adalah penelitian 

kepustakaan atau libraryhresearch yaitu penelitianhyang menggunakan buku, 

ensiklopedia, kamus, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, majalah 

sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.21 

2. PendekatanhPenelitian 

Penelitian ini mengadopsi metode yuridishnormatifh(normative and 

research). Pendekatan penelitian yuridishnormatif merupakanhpendekatan 

penelitianhyang mengacu pada penelitianhhukum yang dilakukanhdengan 

memverifikasi bahanhpustaka atauhdata bekas sebagaihdasar penelitian dengan 

mencari peraturan-peraturan dan dokumen yang terkait dengan masalah 

penelitian.22 

3. SumberhData 

Dalam penelitianhini diperlukan bahan hukum untukhmengkaji aturan-

aturan dalam KompilasihHukum Islamhdan Kitab Undang-UndanghHukum 

Perdatahyang berhubunganhhukum waris. Dalam penelitian ini penulis akan 

mencoba memberikan penjelasan mengenai ketentuan pembagian waris istri 

dalam perkawinan poligami. 

a. SumberhDatahPrimer 

                                                             
21 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’ Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 68. 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2001), hlm. 13-14. 
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Sumberhdatahprimer merupakanhsumber utamahyanghdapat 

memberikanhinformasi secarahlangsung kepadahpeneliti tentanghdata-data 

pokokhyang akanhdibutuhkan danhdigunakan dalamhpenelitian.23 Untuk 

penelitian ini, data primer yang penulis gunakanhadalah Kompilasi 

HukumhIslam (KHI)hdan KitabhUndang-Undang HukumhPerdata (KUH 

Perdata). 

b. SumberhDatahSekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber datahyanghbukan merupakan 

sumber primerhdan sifatnyahmelengkapihdata yanghdiperoleh dari sumber 

primer.24 Sumberhdata tambahan ini dapat diperoleh dari buku-buku, 

artikel, jurnal, hasil penelitian,hmakalah danhlain sebagainya yang relevan 

denganhpermasalahan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami.  

4. MetodehPengumpulanhData 

Metodehpengumpulan datahmerupakan langkahhyang palinghutama 

dalamhpenelitian, karenahtujuan utamahdari penelitianhadalahhmendapatkan 

data.hPenelitian inihmenggunakanhteknik dokumentasihdalamhpengumpulan 

data,hyang manahdokumentasi merupakan suatuhproses pengumpulanhdata 

denganhmelihat atauhmencatat laporanhyang sudahhtersedia danhbersumber 

darihdata-data dalamhbentuk dokumenhmengenai hal-halhyang sesuaihdengan 

temahpenelitian.25 

                                                             
23 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto, 2019), hlm. 10. 
24 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto, 2019), hlm. 10. 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 29. 
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Dalamhpenelitian ini,hpenyusun melakukan metodehpengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, serta 

penelaahan sumber-sumber tertulis yanghrelevan denganhmaksud danhtujuan 

penelitian,hmembaca danhmempelajari buku-bukuhyang berhubungan dengan 

hukum waris istri baikhdalam KHI maupun KUH Perdata. Metode ini 

digunakanhuntuk mempermudahhpencarian datahterkait denganhpenelitian 

yang bersumber dari buku danhsumber lain yang berkaitan dengan penelitian.26 

5. MetodehAnalisishData 

Metodehanalisis data yang digunakanhdalam penelitian ini adalah metode 

komparatif. Komparatif adalahhmetode analisis yanghdilakukan dengan cara 

meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubunganhdengan situasi atau 

fenomena yang diselidikihdan membandingkan satuhfaktor denganhfaktor 

yang lain.27 Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa 

langkah di antaranya: Pertama, mempelajari konsep-konsep yang 

diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber aslinya.28 Kedua, 

memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, 

mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, 

dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-

konsep itu denganhmenentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar 

hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Ketiga, 

melakukanhpenjajaran (menempatkanhsecara berdampingan) konsep-konsep 

                                                             
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3. 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261. 
28 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 10. 
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itu untuk diperbandingkan. Objek yang diperbandingkan dalam penelitian ini 

adalah hukum waris istri dalam perkawinan poligami menuruthKHI danhKUH 

Perdata.h 

H. SistematikahPembahasan 

Dalam penulisanhskripsi ini,hpenulis akan membagi dalam Vhbab, yang 

masing-masing akan disusunhsecara sistematishdengan penjabaranhsebagai 

berikut:h 

BAB I, membahas mengenai Pendahuluan, yaitu memuat Latar Belakang 

Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.  

BAB II, membahashmengenai Tinjauan Umum tentanghPerkawinan dan 

Waris dalam Islam. Bagian ini meliputi Pengertian Perkawinan dan Perkawinan 

Poligami, Rukun Perkawinan, Syarat Perkawinan, Alat Bukti Perkawinan. Uraian 

tentang kewarisan meliputi Pengertian Hukum Kewarisan Islam, Dasar Hukum 

Kewarisan Islam, Ahli Waris, dan Bagian-Bagian Ahli Waris. 

BAB III, membahas mengenai Hukum Kewarisan dalamhKompilasi 

Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi: Pengertian 

dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam, Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam, 

Hukum Kewarisan dalam Kompilasi HukumhIslam, Pengertian dan Sejarah Kitab 

Undang-UndanghHukum Perdata, Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Asas Hukum Waris dalamhKitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 
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BAB IV, membahashmengenai Analisis Komparatif Tentang Pembagian 

Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif KompilasihHukum Islamhdan 

KitabhUndang-Undang HukumhPerdata. 

BABhV, berisi Penutup,hmeliputi; Kesimpulan,hSaran-saran Penulis, dan 

Daftar Pustaka. 
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BABhII 

TINJAUANhUMUM TENTANGhPERKAWINAN DANhWARISh 

DALAMhISLAM 

A. PengertianhPerkawinan 

Dalamhbahasa Indonesia,hperkawinan berasalhdari katah“kawin” yang 

menuruthbahasa artinyahmembentuk keluargahdengan lawanhjenis; melakukan 

hubunganhkelamin atauhbersetubuh. Perkawinanhdisebut jugah“pernikahan”, 

berasalhdari katahnikah (نكاح) yanghmenurut bahasahartinyahmengumpulkan, 

salinghmemasukkan, danhdigunakan untukharti bersetubuhh(waṭi). Katah“nikah” 

sendirihsering digunakanhuntuk artihpersetubuhan, jugahuntuk artihakad nikah. 

Sedangkanhpengertian menuruthistilah dihantaranya adalahhperkawinan menurut 

syara’hyaitu akad yanghditetapkan syara’huntuk membolehkanhbersenang-senang 

antarahlaki-laki denganhperempuan danhmenghalalkanhbersenang-senangnya 

perempuan dengan laki-laki. 

Adapun dari pengertianhdi atashtampaknya hanyahdilihat darihsatu segi 

saja,hyaitu kebolehan hukum dalam hubungan antarahseorang laki-lakihdan 

seoranghwanita yanghsemula dilaranghmenjadi dibolehkan.hPadahal dalam setiap 

perbuatanhhukum terdapat tujuan,hakibat, danhpengaruhnya. Dalam definisi lain, 

MuhammadhAbu Ishrahhmemberikan pengertian yang lebihhluas: 

دِّ  ق  ت ع ا ي ف ي د   ع  ا ة  و  ر  ال م  ل  و  ة  ب ي ن  الرَج  ر  لَ ال ع ش  ا ح  ن ه م  ا و  دُّم  ي ح  ا و  م  ن   ل ك ي ه   م 

ن   ل ي ه  م  اع  م  قٍ و  ق و  ب اتٍ. ح   وا ج 

Akadhyang memberikanhfaedah hukumhkebolehan mengadakan 

hubunganhkeluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dan 
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mengadakanhtolong menolonghdan memberikan batashhak bagi 

pemiliknyahserta pemenuhanhkewajiban bagihmasing-masing. 

Darihpengertian di atas perkawinan memiliki aspek akibathhukum, dengan 

adanya perkawinan maka laki-laki dan perempuan saling mendapatkan hakhdan 

kewajibanhserta tercipta hubunganhpergaulan yanghdilandasi tolonghmenolong. 

Karenahperkawinan termasuk pelaksanaanhagama, makahdi dalamnyahjuga 

terdapat tujuanhmengharapkan keriḍaan AllahhSWT.29 

DalamhUndang-Undang No.h1 Tahun 1974hBab I Pasalh1 disebutkan 

bahwa: “Perkawinanhadalah ikatanhlahir batinhantara seoranghpria dengan 

seoranghwanita sebagaihsuami istrihdengan tujuanhmembentuk keluargah(rumah 

tangga)hyang bahagiahdan kekalhberdasarkan KetuhananhYang MahahEsa”. 

Dengan demikian pernikahan adalahhsuatu akadhyang secarahkeseluruhan 

aspeknyahdikandung dalamhkata nikahhdan merupakanhucapan seremonilahyang 

sakral.30 

B. PerkawinanhPoligami 

Secarahetimologi kata poligami berasalhdari bahasahYunani, yaituhpolus 

yang berartihbanyak dan gonus yang berartihperkawinan. Bila makna katahini 

digabungkan, makahpoligami akan berarti suatuhperkawinan yanghbanyak atau 

lebihhdarihseorang. Poligami pada dasarnya merupakan suatu sistem perkawinan 

dimana seorang laki-laki memiliki istrihlebih dari seorang dalam waktu 

bersamaan. Sedangkan pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah 

                                                             
29 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 9-10. 
30 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), hlm. 8. 
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sistem perkawinan dimana salahhsatu pihakhmengawini beberapahlawan jenisnya 

dalamhwaktu bersamaan.31 

AllahhSWT membolehkanhberpoligami sampaih4 orang istri dengan 

syarat berlaku adilhkepada mereka.hYaitu adilhdalam melayanihistri, seperti 

urusanhnafkah, tempathtinggal, pakaian,hgiliran, danhsegala halhyang bersifat 

lahiriah.hJika suamihkhawatir berbuathzalim danhtidak mampuhmemenuhi semua 

hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.hBila ia hanya sanggup 

memenuhi hak-hak istrinya hanya tigahorang, makahia haramhmenikahi istri yang 

keempatnya. Bila ia hanyahsanggup memenuhihhak-hak istrinyahdua orang, maka 

ia haram menikahihistri untukhyang ketiganya,hdan begitu seterusnya.32 

Syarat utama dalam berpoligami adalah adil terhadap istri dalam nafkah 

lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah, maka hal 

itu adalah kezaliman. Yang menjadi syarat utama dalam pertimbangan poligami 

adalah masalah kemampuan finansial. Bagaimanapun ketika seorang suami 

memutuskan untuk menikah lagi yang harus dipikirkan adalah mengenai tanggung 

jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk 2 (dua) keluarga sekaligus. Nafkah tentu 

saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, 

tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai 

kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya. 

Ketentuan mengenai keadilan hanya secara umum saja karena sangat sulit 

seseorang untuk dapat berlaku adil secara empiris. Misalnya masalah pembagian 

jatah menginap. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan 

                                                             
31 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), hlm. 351. 
32 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130-131. 
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hubungan seksualnya. Untuk suatu keadilan tidak secara khusus diatur karena 

akan kesulitan menghitung dan menimbangnya.33 

Islam memandang poligami lebih banyak membawahresiko/maḍarat 

daripada manfaatnya, karenahmanusia ituhmenurut fitrahnyah(human nature) 

mempunyaihwatak cemburu,hiri hati, danhsuka mengeluh.hWatak-watakhtersebut 

akanhmudah timbulhdengan kadarhtinggi, jikahhidup dalamhkehidupan keluarga 

yanghpoligamis.34 

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Perkawinan juga 

menganut asas monogami terbuka dalam perkawinan, artinya jika suami tidak 

mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup 

seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam 

memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak 

sewenang-wenang menerapkannya.35 

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tedapat dalam Pasal 

55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 mengatakan bahwa beristri lebih dari satu orang 

pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat 

utama suami mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Lebih lanjut 

dalam Pasal 56 KHI dikatakan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang  

harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Selain mendapatkan izin dari 

Pengadilan Agama seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang terlebih 

                                                             
33 Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 

No.2 Desember 2019”, hlm. 238-239. 
34 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 132. 
35 Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 

No.2 Desember 2019”, hlm. 239. 
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dahulu harus mendapat persetujuan istri atau istri-istri dan adanya kepastian 

bahwa suami mampu berlaku adil serta mampu memenuhi kebutuhan istri-istri 

dan anak-anaknya.36 

Perdebatan poligami tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam. Penganut 

di luar Islam juga memberikan pendapat mengenai poligami. Masyarakat Barat 

(Eropa dan Amerika) memandang bahwa poligami merupakan sistem perkawinan 

yang akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami, istri dan anak-

anak. Poligami mengikis kemuliaan perempuan seakan tidak memiliki hak untuk 

mempertahankan suaminya agar tidak berbagi dengan perempuan lain. 

Masayarakat barat juga meyakini bahwa monogami sebagai sistem perkawinan 

yang ideal.37 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogami 

dalam perkawinan, seperti dijelaskan dalam pasal 27 KUH Perdata bahwa dalam 

waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang 

perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan hanya satu orang laki-laki 

sebagai suaminya.38 

Melihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 

1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 

94 ayat 1 menyatakan bahwa dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, 

masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 94 

ayat 2 disebutkan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami 

                                                             
36 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 sampai Pasal 58. 
37 Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 

No.2 Desember 2019”, hlm. 229. 
38 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 27. 
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yang memiliki lebih dari seorang istri ini dihitung pada saat berlangsungnya akad 

perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Maka dapat diketahui bahwa harta 

bersama untuk istri-istri yang dipoligami suaminya masing-masing terpisah dan 

berdiri sendiri, dihitung sejak akad perkawinannya. Istri pertama tetap 

mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suainya telah menikah untuk 

yang kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Jadi proporsi pembagiannya adalah 

kepemiikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri 

kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari istri keempat.39 

C. Rukun Perkawinan 

Rukun secarahharfiah antarahlain berartihtiang, penopanghdan sandaran, 

kekuatan,hperkara besar,hbagian, unsurhdan elemen.40 Rukun menentukanhsuatu 

perbuatanhhukum, terutamahmenyangkut sahhatau tidaknyahperbuatan tersebut 

darihsegi hukum.hDalam perkawinanhrukun tidakhboleh tertinggal,hdalam arti 

perkawinanhtidak sahhbila ada rukun yang tidakhada atau rukunnyahtidak 

lengkap.hRukun merupakan sesuatuhyang beradahdi dalamhhakikat dan 

merupakanhbagian atauhunsur yanghmewujudkannya.  

Unsurhpokok suatuhperkawinan adalahhlaki-laki danhperempuan yang 

akanhkawin, akadhperkawinan ituhsendiri, wali yang melangsungkanhakad 

denganhsuami, duahorang saksihyang telahhmenyaksikan telahhberlangsungnya 

akadhperkawinan itu.hBerdasarkan pendapathini rukun perkawinanhsecara 

lengkaphadalah sebagaihberikut: 

                                                             
39 Candra Agung Laksono, et.al., Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan 

Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 

Malang, tt”, hlm. 15-17. 
40 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Perada, 2005), hlm. 95. 
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a. Calonhmempelaihlaki-laki. 

b. Calonhmempelaihperempuan. 

c. Walihdari mempelaihperempuan yanghakan mengakadkanhperkawinan. 

d. Duahoranghsaksi. 

e. Ijabhyang dilakukanholeh walihdan qabulhyang dilakukanholehhsuami. 

Maharhyang seharusnya ada dalamhsetiap perkawinanhtidak termasukhke 

dalamhrukun, karenahmahar tersebuthtidak mestihdisebut dalamhakad 

perkawinanhdan tidakhmesti diserahkanhpada saathakad ituhberlangsung. 

UUhPerkawinan samahsekali tidakhberbicara tentanghrukunhperkawinan. 

UUhPerkawinan hanyahmembicarakan syarat-syarathperkawinan. KHIhsecara 

jelashmembicarakan rukunhperkawinan sebagaimanahyang terdapathdalamhpasal 

14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi’i denganhtidak 

memasukkanhmahar dalamhrukun.41 

D. Syarat Perkawinan 

Syarat secara harfiah berarti pertanda, indikasi, dan memastikan.42 

Menurut istilah syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi 

tidak  termasuk dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Dalam BabhI Pasalh2 

ayath(1) Undang-UndanghPerkawinan disebutkanhbahwa: “ Perkawinanhadalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama merupakan 

dasar pertama sahnya perkawinan. Adapun selain harushmengikuti ketentuan-

                                                             
41 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59-61. 
42 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Perada, 2005), hlm. 95. 
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ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan akad juga harus 

memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan 

beserta penjelasannya.43 

DalamhUndang-Undang Nomorh1 tahunh1974 tentanghPerkawinan, 

disebutkan syarat-syarathperkawinan berikuthini: 

(1) Perkawinanhharus didasarkanhatas persetujuanhkedua calonhmempelai; 

(2) Untukhmelangsungkan perkawinanhseseorang yanghbelum mencapaihumur 

21h(dua puluh satu) tahunhharus mendapathizin keduahorang tua; 

(3) Dalamhhal salahhseorang keduahorang tuahtelah meninggalhdunia atau 

dalam keadaan tidakhmampu menyatakanhkehendaknya, maka izin dimaksud 

ayat (2)hpasal inihcukup diperolehhdari oranghtua yanghmasih hiduphatau 

darihorang tuahyang mampuhmenyatakanhkehendaknya; 

(4) Dalamhhal keduahorang tuahtelah meninggalhdunia atauhdalam keadaan 

tidakhmampu untukhmenyatakan kehendaknya,hmaka izinhdiperoleh dari 

wali; orang yanghmemelihara keluargahyang mempunyaihhubungan darah 

dalamhgaris keturunanhlurus kehatas selamahmereka masihhhidup dan dalam 

keadaanhdapat menyatakanhkehendaknya; 

(5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 

(2), (3), (4) pasalhini, atauhsalah seoranghatau lebihhdi antara merekahtidak 

menyatakanhpendapatnya, makahpengadilan dalamhdaerah hukumhtempat 

tinggalhorang yanghakan melangsungkanhperkawinan atas permintaanhorang 

                                                             
43 Rizki Perdana Kiay Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di 

Indonesia, “Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 6 Agustus 2018”, hlm. 123. 
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tersebuthdapat memberikanhizin setelahhlebih dulu mendengarhorang-orang 

tersebuthdalam ayat (2), (3), (4) pasalhini; 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain.44 

Adapun mengenai ketentuan di atas, dalamhal-Qur’an dan hadis tidak 

disebutkan secarahspesifik mengenai batasan usiahminimum untukhmenikah. 

Imam Syafii berpendapathbahwa batasanhusia menikahhsebenarnya tidakhada 

dalamhhukum Islam,hImam Syafi’ihtidak melaranghpada usiahberapa seseorang 

diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Namunhbeliau menganjurkanhbahwa 

seseoranghyang akan melangsungkan pernikahan idealnyahsudah balig. Para 

fuqaha meletakkan batasan umur untuk penentuan usia balig. Menurut madzhab 

Hanafi,hSyafi’i, danhHanbali seoranghanakhdianggap telah balig apabilahberusia 

limahbelas tahun.hSedangkan madzhab Malikihmembataskan tujuhhbelas tahun 

sebagaihusiahbalig.45 

E. Alat Bukti Perkawinan 

Pencatatan perkawinan telah diaturhdalam Undang-UndanghNomorh22 

Tahunh1945 tentanghPentjajatan Nikah danhUndang-Undang Nomorh1hTahun 

1974 tentanghPerkawinan. Lebih khusus lagi, dalamhKompilasi Hukum Islam 

pasalh7 ayath1 ditegaskan: “Adanya perkawinanhhanya dapathdibuktikan dengan 

aktahnikah yanghdibuat olehhPegawai PencatathNikah”.46 

                                                             
44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6. 
45 Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Madzhab 

Terhadap Batas Usia Nikah, “Jurnal shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020”, hlm. 713-715. 
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Pencatatan Perkawinan dan AktahNikah sebagai alat bukti adanya 

perkawinan. Perkawinan-perkawinan yanghdibuktikan dengan aktahnikah, yang 

masing-masing suamihisteri mendapathsalinan dari akta nikah itu, maka dengan 

akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perkawinan. Apabila 

terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak 

bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan membawa akta 

nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama. 

Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan 

dianggap sah dan mempunyaihkekuatan hukumhapabila perkawinan tersebut telah 

dicatat dan dibuktikanhdengan aktahnikah yanghdibuat olehhKantor Urusan 

Agama (KUA) melalui PegawaihPencatathNikah. Hal ini sesuaihdengan pasalh2 

Undang-UndanghNo. 1hTahun 1974;hPasal 2, 11 s.d 13 PeraturanhPemerintah 

No. 9hTahun 1974; Pasal 5 s.d 7 KompilasihHukum Islam. 

Dalam halhperkawinan yang tidakhdapat dibutikan dengan AktahNikah, 

maka dapathdiajukan isbat nikah (penetapan nikah) melalui Pengadilan Agama.47 

Alat bukti yang dipergunakan untuk perkara isbat nikah, dalam praktek, berkisar 

empat jenis, yaitu surat, saksi, persangkaan, dan sumpah. Menurut hukum acara 

perdata, tiap-tiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda, 

disamping mempunyai nilai pembuktian yang berbeda pula.48 

F. Hukum Kewarisan Islam 

                                                             
47 Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas 

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1 januari 

2013”, hlm.30-32. 
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Warishdalam bahasahArab berasalhdari akarhkata waraṡa, yariṡu wa 

miraṡan, secarahbahasa berartihpindahnya sesuatuhdari seseoranghkepada orang 

lain. Sesuatu itu lebih umum dari harta, meliputi ilmu, keilmuan dan sebagainya. 

Dalam al-Qur’an ditemukan beberapa lafaż waraṡa yang antara lain 

diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan, menganugrahkan, menerima 

warisan. Sedangkan menurut istilah, kewarisan adalah pemindahan pemilikan 

harta dari penguasaan orang yang telahhmeninggal duniahkepada ahli warisnya 

yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-

hakhsyar’iyyah.49 

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalanh(tirkah) pewaris,hmenentukan 

siapa saja yanghberhak menjadi ahlihwaris, danhberapa bagianhmasing-masing. 

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan 

Hukum Kewarisan Islam, seperti Fikih Mawaris dan ilmu Faraid.50 

‘Ilmul Miraaṡ adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya 

diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. Ilmu miraṡ juga 

dinamakan dengan ilmu faraid, artinya masalah-masalah pembagian warisan. 

Sebab, faraid adalah bentuk jamak dari fariiḍah, yang diambil dari kata fardhu 

yang berarti ‘penentuan’, dan fariḍah yang memiliki makna ‘yang ditetapkan 

karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. Istilah faraid lebih 

banyak digunakan, pengkhususan istilah ini karena Allah SWT menamakannya 

                                                             
49 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 

Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 113. 
50 Badrah Uyuni et al, Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam, “Jurnal 

El Arbah Vol. 5 No. 1 2021”, hlm. 20. 
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dengan nama itu.51 Sebagaimana firman Allah SWT setelah menerangkan 

pembagian: 

ن  اَللَّ ....52 ة  م  يض   ...ف ر 
“...sebagai kewajiban dari Allah....”53 

Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad saw.: 

ائ ض   ف ر  اال   ت ع لمَو 
“Belajarlah faraid.”54 

G. Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Dasarhdan sumberhdari hukumhIslam, sebagai hukumhagama (Islam) 

adalah naṣ atau tekshyang terdapathdalam al-Qur’an dan sunnahhNabi. Ayat-ayat 

al-Qur’an yanghsecara langsung mengaturhkewarisan adalah sebagaihberikut: 

1. Ayat-ayathal-Qur’an 

Ketentuan tentang ilmu waris, khususnyahberkaitan dengan harta warisan, 

pokok-pokoknya telah ditentukan oleh al-Qur’an. Al-Qur’an telah 

menjelaskan denganhjelas danhtegas. Bahkanhtidak adahhukum-hukumhyang 

dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris.55 Di antarahayat-ayat 

tersebut adalah: 

a. Q.S.hal-Nisa (4):7 

ي   ا   ن ي  ج  ا  ال  ل لر   مَا ت ر  الّ   و   ِّ م   ن  و  ب وم    ال دق لن    ن  ر  ل  ي  و  مَ س ا ء  ن ي  ا  ِّ م  

ا  ال   الّ   ت ر  ن  و  ال دق ن     و  مَا   لَ م  ن  م  ب وم ي   ث ر  ك   و  ا   ه  ر  و   ب ان ي  امَف ر   ض 
Bagihlaki-laki adahhak bagianhdari hartahpeninggalan kedua 

oranghtua dan kerabatnya,hdan bagihperempuan adahhak bagian 

                                                             
51 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani 2011), 

hlm. 340. 
52 QS. at-Taubah  (9): 60. 
53 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm.  196. 
54 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani 2011), 

hlm. 340. 
55 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5. 
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(pula)hdari hartahpeninggalan oranghtua danhkerabatnya,hbaik 

sedikithatau banyakhmenurut bagianhyang telahhditetapkan.56 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa baik laki-laki 

maupunhperempuan berhak mendapathharta waris dari peninggalan orang 

tuahmaupun kerabatnya dengan jumlah yang banyak maupun sedikit 

sesuai dengan ketetapan Allah. 

b. Q.S.hal-Nisa (4):11 

ي  ي و   ك مم ف ى    اٰللَّ   ك م  ص  د  لّ  ثم   ا وم ث ي يم ظ   ال  ح  ل لذكَ ر  م  ق  ف ا نم ك نَ ن   ن  لّم نم س ا ء  ف وم
ن   ن ت يم

ا ت  اثم ا   ف ل ه نَ ث ل ث ا م  ا نم ك ان   ر  د ة  او  تم و  ا اح  ف   ف ل ه  لّ    لن  يم ه   و  يم  ل ك ل    ب و 

دٍ  اح  ا و  ه م  نم د   م   ا  ا نم ك ان  ل  السُّ مَا ت ر  ل دِّ  لهَ   ي ك نم  لَمم  ا نم ف   ل دِّ و   ه  س  م   و 

ث ه    ر  ه   وَو  ه   ا ب وق ِّ ا   ل ه    ك ان   ف ا نم  الثُّل ث   ف لِ  م   ة و  نم   السُّد س   ه  ف لِ  م    خم د  ب   م   عم
يةٍَ  ص  ىم  و  ص  ا   يُّوم نٍ  ا وم  ب ه  ك مم  د يم ب ا ؤ  ا   اق ن ا ؤ  و  وم لّ   ك مم بم ر  ر  ن  ا يُّ  ت دم مم ا  م ك مم ه  ب  ل ـ

ع ا ة   ن فم ض  يم ن   ف ر  ل   ك ان   اٰللَّ   ا نَ  اٰللَّ   م   اع  م  م  ح   يم يم  اك 
Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

waris untuk) anak-anakmu,h(yaitu) bagianhseorang anakhlaki-laki 

sama denganhbagian duahanak perempuan.hDan jikahanak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, makahbagian 

merekahadalah duahpertiga darihharta yang ditinggalkan.hJika dia 

(anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah 

(harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian 

masing-masing seperenamhdari harta yanghditinggalkan, jikahdia 

(yang meninggalkan) mempunyai anak. Jikahdia (yanghmeninggal) 

tidak mempunyaihanak dan dia diwarisiholeh keduahibu-bapaknya 

(saja), makahibunya mendapat sepertiga. Jikahdia (meninggal) 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 

yang dibuatnyahatau (dan setelahhdibayar) hutangnya.h(Tentang) 

oranghtuamu dan anak-anakmu,hkamu tidakhmengetahui siapahdi 

antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah 

ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 

Bijaksana.57 

                                                             
56 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 78. 
57 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 78. 



35 
 

Dalamhayat ini dijelaskanhbahwa Allahhmensyariatkan atau 

mewajibkan kepada kamu untuk membagi waris kepada anak-anakhkamu 

baikhlaki-laki maupunhperempuan. Jika anak yang ditinggalkan adalah 

duahorang perempuanhatau lebihhmaka bagiannyahadalah 2/3,hjika anak 

yang ditinggalkan adalah seoranghanak perempuan maka bagiannya 

adalah 1/2. Kemudian bagianhibu-bapak adalahh1/6 jika sanghanak tidak 

mempunyaihanak, kemudian jika sang anakhmempunyai anak danhahli 

warisnya hanyahibu-bapak makahbagian ibuhadalah 1/3 danhsisanya 

untuk bapak. Jika dia yang meninggal mempunyaihsaudara maka ibu 

mendapatkan 1/6 bagian. Pembagian ini dilakukan ketika telah dipenuhi 

wasiat dan telah dibayarkan hutang yang meninggal. Pembagian ini 

merupakan ketetapan Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

c. Q.S.hal-Nisa (4):12 

ل دِّ  ل دِّ ۚ ف ا نم ك ان  ل ه نَ و  ك مم ا نم لمَم ي ك نم لهَ نَ و  اج  و  ا  ا زم ا ت ر  ف  م  ل ـك مم ن يم و 
ن   كم مَا ت ر  ب ع  م  نٍ  ف ل ـك م  الرُّ ا  ا وم د  يم ن  ب ه  يم ص  يةٍَ يُّوم ص  د  و   ب عم

نم  ل ه   م   نَ و 

ب ع   مَا الرُّ ت مم  م  كم ن  لَ  ا نم  ت ر  ل دِّ ف ل ه نَ الثُّم  ل دِّ ۚ ف ا نم ك ان  ل ـك مم و  مم ي ك نم لكَ مم و 

ت مم  كم مَا ت ر  نٍ  م  ا  ا وم د  يم ن  ب ه  وم ص  يةٍَ ت وم ص  د  و   ب عم
نم  ا نم  م   لِّ  ك ان   و  ج   ر 

ث   ر  ل ة   يُّوم ِّ  ا و   ك لق ا ة ر  تِّ  ا وم  ا خِّ  وَل ه    امم دٍ  ف ل ك ل    ا خم اح  نم  و  ا السُّد س  م    ف ا نم  ۚه م 

ى  صق يةٍَ يُّوم ص  د  و   ب عم
نم  ك ا ء  ف ى الثُّل ث  م  نم ذق ل ك  ف ه مم ش ر  ث ر  م  ا ا كم ك ان وم 

ا ر ٍ  ر  م ض  نٍ ۙ غ يم ا  ا وم د  يم ن  اٰللَّ   ۚب ه  يةَ  م   ص  اٰللَّ    و  مِّ  و  ل يم مِّ  ع  ل يم  ح 
Danhbagianmu (suami-suami)hadalah seperduahdari hartahyang 

ditinggalkanholeh istri-istrimu,hjika merekahtidak mempunyai 

anak.hJika merekah(istri-istrimu) ituhmempunyai anak, maka 

kamuhmendapat seperempathdari hartahyang ditinggalkannya 

setelahh(dipenuhi) wasiathyang merekahbuat atau (danhsetelah 

dibayar)hhutangnya. Parahistri memperolehhseperempat harta 

yang kamuhtinggalkan jikahkamu tidakhmempunyai anak. Jika 

kamuhmempunyai anak, makahpara istri memperoleh seperdelapan 

dari hartahyang kamuhtinggalkan (setelahhdipenuhi) wasiathyang 

kamuhbuat atauh(dan setelahhdibayar) hutang-hutangmu. Jika 
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seseoranghmeninggal, baikhlaki-laki maupunhperempuan yang 

tidakhmeninggalkan ayahhdan tidak meninggalkanhanak, tetapi 

mempunyaihseorang saudarahlaki-laki (seibu) atauhseorang 

saudarahperempuan (seibu), makahbagi masing-masinghdari kedua 

jenishsaudara itu seperenamhharta. Tetapi jikahsaudara-saudara 

seibuhitu lebihhdari seorang,hmaka merekahbersama-sama dalam 

bagianhyang sepertiga itu,hsetelah (dipenuhihwasiat) yang 

dibuatnyahatau (dan setelahhdibayar) hutangnyahdengan tidak 

menyusahkan (kepadahahli waris). Demikianlahhketentuan Allah. 

Allah MahahMengetahui, MahahPenyantun.58 

Ayat ini menjelaskan bagian suami apabila istri meninggal dunia 

adalah 1/2 jika tidakhmempunyai anak.hJika mempunyaihanak maka 

bagian suami adalah 1/4. Sedangkan bagian istri yang ditinggalkan 

suaminya adalah 1/4hjika tidakhmempunyaihanak dan 1/8 jika mempunyai 

anak. Kemudian dijelaskan jika dia yang meninggal tidakhmeninggalkan 

ayahhdan anak,htetapi mempunyaihsaudara seibu baik laki-lakihmaupun 

perempuanhmaka bagianhmasing-masingnya adalah 1/6. Sedangkan jika 

jumlah saudarahseibu ituhlebih darihseorang maka bagiannya adalah 1/3. 

Pembagian ini dilakukan setelah wasiatnya dipenuhi dan setelah 

dibayarkan hutangnya si mayit. 

d. Q.S. al-Nisa (4):176 

ن ك   ت وم ت فم ك مم  اٰللَّ     ل  ي سم ت يم ل   ف ى ي فم لق ـك  اامم  ا ن   ة  الم ؤِّ س  ل   ه ل ك   ر  ل دِّ  ل ه   ـيم  ل ه   وَ  و 
تِّ  ا ا خم ف   ف ل ه  ا ن يم ا   م  ه و   ت ر  ا   و  ث ه  الَ  نم ي ك   مم لَ  ا نم  ي ر  ل دِّ  ه   ك ان ـت ا ف ا نم  و 

ن   ن ت يم
ا اثم ن   ف ل ه م  ا   الثُّل ثق مَا ت ر  ا نم  م  اك ان   و  ة  ا   وم  و  ج   خم  لذكَ ر  ف ل   وَن س ا ء   الّ  ر  

ل   ثم ظ    م  ن   ح  ث ي يم ات ض   نم ا   ل ـك مم  اٰللَّ   ي ب ي  ن   الّم نم اٰللَّ   لُّوم ءٍ  ب ك ل    و  ل يم  ش ىم  مِّ ع 
Merekahmeminta fatwahkepadamu (tentanghkalalah). Katakanlah, 

AllahhMemberi fatwahkepadamu tentanghkalalah (yaitu), jika 

seseoranghmati dan tidakhmempunyai anakhtetapi mempunyai 

saudarahperempuan, makahbagiannya (saudarahperempuannya itu) 

seperduahdari harta darihyang ditinggalkannya,hdan saudaranya 

                                                             
58 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 79. 
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yanghlaki-laki mewarisih(seluruh hartahsaudara perempuan), jika 

tidakhmempunyai anak.hTetapi jikahsaudara perempuanhitu dua 

orang,hmaka bagihkeduanya duahpertiga darihharta yang 

ditinggalkan. Danhjika mereka (ahlihwaris itu terdirihdari) 

saudara-saudarahlaki-laki danhperempuan, makahbagian seorang 

saudarahlaki-laki samahdengan bagianhdua saudarahperempuan. 

AllahhMenerangkan (hukumhini) kepadamu, agarhkamu tidak 

sesat.hAllah MahahMengetahui segalahsesuatu.59 

Ayathdi atashmenjelaskan mengenaihkalalah, yaitu seseorang yang 

meninggalhyang tidakhmempunyai bapak danhanak.60 Apabila seseorang 

meninggalhtanpa meninggalkanhanak danhbapak tapi mempunyaihsaudara 

perempuan,hmaka bagian saudara perempuannya itu adalah 1/2  bagian. 

Adapun saudara laki-lakihmewarisi seluruhhhartahsaudara perempuannya 

apabilahsaudara perempuannya ituhtidak memiliki anak.hTetapi jika 

saudarahperempuan yang mewarisi ituhdua oranghmaka bagianhkeduanya 

adalahh2/3 darihharta yanghditinggalkan. Kemudian apabila ahlihwaris 

terdirihdari saudarahlaki-laki danhsaudara perempuan,hmaka bagian 

saudarahlaki-laki adalah samahdengan bagianhdua saudarahperempuan. 

2. Sunnah Nabi  

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang secara langsung mengatur 

kewarisan adalah: 

a. HadishNabi dari IbnuhAbbas 

: ا   سلم    ليه و عن النبي صلى اللهع   ه  ن  ع   الله   ي  ض  ر   اسٍ ب  ع   ن  إب   ن  ع  
  و  ه  ف   ى  ق  ب   ام  ف   اه  ل  ه  أ  ب   ض  ائ  ر  ف  ل  وا ا  ق  ح  ل  ا  

 رٍ ك  ذ   لٍ ج  ر   ىل  و  ل  

                                                             
59 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 106. 
60 Ahmad Suganda, Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris, “Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah 

(JAS) Vol. 4 Edisi 1 Tahun 2020”, hlm. 9. 
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BerikanlahhFaraid (bagian-bagian yanghditentukan) ituhkepada 

yanghberhak danhselebihnya berikanlahhuntuk laki-lakihdari 

keturunanhlaki-laki yanghterdekat.61 

Darihhadis ini dapat dipahami bahwa kita harus membagikan harta 

waris kepada mereka yang berhak, kemudian sisanya diberikanhkepada 

laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat. 

b. HadishNabihdarihJabir  

 الله      و  س  ا ر  ي   ت  ال  ق  ا ف  ه  ل   ن  ي  ت  ن  ب  إ  ب   ة  أ  ر  م   إ  ت  أ  : ج  ا       الله  د  ب  ع   ن  ب   ر  اب  ج   ن  ع  
  م  و  ي   ل  ت      ع  ي  ب  الر   ن  ب   د  ع  ا س  ت  ن  ب  إ   ان  ا ت  ه  

ذ  ا أ  م  ه  مَ ع   نَ إ  و  ا د  ي  ه  ش   دٍ ح  أ   خ 

 الله  ي ض  ق  ي   ا   ,    ا ِّ م  ا م  ه  ل  و   لَّ إ   ان  ح  ك  ن   ت  لّ  و  الّ  ا م  م  ه  ل   ع  د  ي   م  ل  ا ف  م  ه  ال  م  

عليه وسلم  صلى الله الله      و  س  ر   ث  ع  ب  ف   اث  ر  ي  م  ال   ة  آي   ت  ل  ر  ت  ف   ك  ل   ذ  ي  ف  
 ي  ق  ا ب  م  و   ن  م  ا الثُّ م  ه  مَ  ا  ط  ع  أ  و   ن  ي  ث  ل  الث   س ع دٍ  ىت  ن  ب  ا   ط  ع  , ا  ا   ق  ا ف  م  ه  م   ى ع  ل  ا  

 ك  ل   و  ه  ف  
DarihJabir binhAbdullah berkata:hJanda Sa’adhdatang kepada 

RasulhAllah SAW.hbersama duahorang anakhperempuannya. Lalu 

iahberkata: “Ya RasulhAllah, inihdua oranghanak perempaun 

Sa’ad yang telah gugur secara syahid di Perang Uhud. Paman 

merekahmengambil hartahpeninggalan ayahhmereka danhtidak 

memberikanhapa-apa untukhmereka. Keduanyahtidak 

dapathkawan tanpahharta.” Nabihberkata: “Allahhakan 

menetapkanhhukum dalamhkejadian ini.” Kemudianhturun ayat 

tentanghkewarisan. Nabihmemanggil si pamanhdan bersabda: 

“Berikanhdua pertigahuntuk duahorang anakhSa’ad, seperdelapan 

untukhistri Sa’ad danhselebihnya untukmu.”62 

Hadis ini menjelaskan mengenai ketika seseoranghmeninggal 

denganhmeninggalkan duahorang anakhperempuan, seoranghistri, dan 

seoranghsaudara laki-laki.hMaka bagianhmasing-masingnya adalahh2/3 

bagianhuntuk dua orang anak perempuan, 1/8 bagian untuk istri, dan 

saudara laki-laki mendapatkan sisanya. 

c. Hadis Nabihdari UsamahhbinhZaid  

                                                             
61 al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy IV, (Cairo: Daar wa Mathba’ al-Syabiy’), hlm. 181. 
62 Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud II, (Cairo: Mustafa al-Babiy) 1952, hlm. 109. 
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ليه وسلم عصلى الله  ى  ب  لنَ ا نَ ا أ  م  ه  ن  الله ع   ي  ض  ر   دٍ ي  ز   ن  ب   ه  ام  س  أ   ن  ع  

 م  ل  س  م  ل  ا   ر  اف  ك  ل   ا  لّ  و   ر  اف  ك  ل  ا   م  ل  س  م  ل  ا   ث  ر  ي  : لّ  ا      
DarihUsamah binhZaid (semogahAllah meridhainya)hbahwa Nabi 

SAW.hbersabda: “Seseoranghtidak mewarishnon-muslim dan non-

muslimhtidak mewarisihseoranghmuslim”.63 

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslimhdan non-muslim 

tidak salinghmewarisi. 

d. Hadis Nabihdari AbuhHurairah  

 ث  ر  ي  لّ   ل  ات  ق  : الا      صلى الله عليه وسلم  ى  ب  النَ  ن  ه ع  ر  ي  ر  ى ه  ب  أ   ن  ع  
Dari AbuhHurairah dari NabihMuhammad SAW.hbersabda: 

“Pembunuhjtidak bolehhmewarisi”.64 

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak boleh 

mewarisi. Yaitu apabila seorang ahli waris membunuh muwariṡnya maka 

ahli waris menjadihterhalang menerimahwarisan karenahhaknya sebagai 

ahli waris telah gugur akibat pembunuhanhyang dilakukannya.65 

e. Hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah  

صلى  الله      و  س  ر   ا   :    لّ  ا    ة  م  ر  خ  م   ن  ب   ر  و  س  م  ال  و   الله  د  ب  ع   ن  ب   ر  اب  ج   ن  ع  

 ه   ل  لِ  ه  ت  اس  و   ا   ا   ح  ار  ص   لَ ه  ت  س  ى ي  ت  ح   يُّ ب  اليَ  ث  ر  ي  الله عليه وسلم لّ  
 ى  ك  ي ب    ا و  س  ط  ع  ي  و  أ   ح  ي  ي  ي   ن  أ  

DarihJabir binhAbdullah danhMiswar binhMakhramah berkata 

keduanyahberkata RasulhAllah SAW.: “Seseoranghbayi tidak 

berhakhmenerima warisanhkecuali iahlahir dalamhkeadaan 

bergerakhdengan jeritan. Gerakannyahdiketahui dari tangis, 

teriakan, danhbersin.”66 

 

                                                             
63 al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy IV, (Cairo: Daar wa Mathba’ al-Syabiy’), hlm. 94. 
64 Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud II, (Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952), hlm. 
65 Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam, “Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 98. 
66 Ibnu Majah, Ibni Majah II, (Cairo: Mustafa al-Babiy) , hlm. 919. 
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Hadis di atas menjelaskan bahwa seoranghbayi tidakhberhak 

mendapatkanhwarisan kecualihia lahirhdalam keadaanhhidup walaupun 

sebentar. 

H. Ahli Waris 

Ahlihwaris merupakan orang-oranghyang akan mendapatkan warisan dari 

seseorang yang meninggalhdunia. Ahli waris juga dikenal dengan istilah wariṡ 

yang dalam istilah fikih artinya orang yang berhak atas harta warisan yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Seseorang memiliki hak untuk 

menerima harta waris karena memiliki hubungan kekerabatanhatauhhubungan 

perkawinanhdengan pewarishyang meninggal.hDi sampinghadanya hubungan 

kekerabatanhdan perkawinan,hmereka baruhberhak menerimahwarisan secara 

hukumhdengan terpenuhinyahpersyaratan sebagaihberikut: 

1. Ahlihwaris ituhtelah atauhmasih hiduphpada waktuhmeninggalnyahpewaris; 

2. Tidakhada yanghmenghalanginya secarahhukum untukhmenerimahwarisan; 

3. Tidakhterhijabhatauhtertutup secarahpenuh olehhahlihwarishyang lebih 

dekat.67 

Terkait siapa saja yang berhak mendapatkan hartahwaris, semuanya sudah 

dijelaskanhdalamhal-Qur’an, Hadishdan ditegaskan oleh para ulama. Ahlihwaris 

dapat dikelompokkan kehdalam duahbagian,hyaitu: 

1. Berdasarkanhjenis kelaminnyahterdiri darihlaki-laki danhperempuan. 

2. Berdasarkanhhak atashharta warishterdiri darihashab al furud danh‘asabah. 

                                                             
67 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 211. 
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Adapun dalamhKompilasi HukumhIslam disebutkan secarahsingkat dalam 

pasal 174 mengenaihsiapa saja yang berhakhmenjadi ahlihwaris. Dalamhpasal ini 

disebutkan bahwa terdapat dua kelompok ahli waris, yaituhahli warishkarena 

hubunganhdarah dan ahlihwaris karenahhubungan perkawinan. Ahli waris karena 

hubungan darah terdiri dari ahli waris laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli 

waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.68 

Dalam hukum Islam, ahlihwaris laki-lakihterdiri dari: 

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki (anaknya anak laki-laki)hdan seterusnyahkebawah darihgaris 

laki-laki 

3. Bapakh 

4. Kakek (bapaknya bapak)hdan seterusnyahke atashdari golonganhlaki-laki 

5. Saudarahlaki-lakihkandung 

6. Saudarahlaki-lakihsebapak 

7. Saudarahlaki-lakihseibu 

8. Keponakan laki-lakihdari saudara laki-laki kandung/anak laki-lakinya saudara 

laki-laki kandung 

9. Keponakan laki-laki darihsaudara laki-lakihsebapak/anak laki-lakinya saudara 

laki-laki seayah 

10. Pamanhkandung/saudarahlaki-laki kandung bapak 

11. Pamanhsebapak/ saudarahlaki-lakinya bapak yanghsebapak dengan bapak 

12. Sepupu laki-lakihdari pamanhkandung/anak laki-lakinya pamanhkandung 
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13. Sepupuhlaki-laki dari paman sebapak/anakhlaki-lakinyahpaman sebapak 

14. Suamih 

15. Laki-lakihyang memerdekakan budak69 

Adapun ahli waris golongan laki-laki dalam rumusan pasal 174 ayat (1) 

huruf a Kompilasi Hukum Islam terdiri dari lima orang yaitu ayah, anak laki-laki, 

saudara laki-laki, paman, dan kakek. Jika dilihat dari segi jumlah, ahli waris laki-

laki secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu berjumlah 15 orang 

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berjumlah lima orang. 

Perbedaan ini terletak pada perincian ahli waris berdasarkan keturunan. Kompilasi 

Hukum Islam tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak 

ayah dan ibu, dan tidak membedakan keturunan dari kedua belah pihak 

(sekandung), sepihak (seayah/seibu) sedangkan fikih kewarisan terdahulu 

membedakan ahli waris dengan garis keturunan.70 

Dari kelima belas ahli waris laki-laki dalam Islam di atas, keluarga laki-

laki yang sampainya ke muwariṡ bukan dari jalur laki-laki bukan termasuk ahli 

waris. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari 

saudara perempuan. Hal ini karena jalur yang menghubungkan ia dengan muwariṡ 

bukan laki-laki. Maka secara umum laki-laki lebih kuat jika dibandingkan dengan 

perempuan dalam hal hubungan keluarga. 

Adapun ahli waris perempuan terdiri dari: 

1. Anakhperempuan 

2. Cucu perempuan darihanak laki-laki, danhseterusnya 

                                                             
69 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 32. 
70 Naskur, Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal, hlm. 5. 



43 
 

3. Ibuh 

4. Nenekhdari ibuhdan terushkehatas 

5. Nenek dari bapak dan terus ke atas 

6. Saudarahperempuanhkandung 

7. Saudarahperempuanhsebapak 

8. Saudarahperempuanhseibu 

9. Istrih 

10. Perempuanhyang memerdekakanhhamba sahaya71 

Ahlihwaris golonganhperempuan juga terdapat dalamhKompilasihHukum 

Islamhpasal 174hayat (1)hhurufha, yaitu ahlihwaris golonganhperempuanhterdiri 

darihIbu, anakhperempuan, saudarahperempuan, danhnenek. Ahlihwaris gologan 

perempuan dalamhKompilasi HukumhIslam juga berbeda jika dibandingkan 

dengan dengan kitab-kitab fikih terdahulu. Perbedaan ini karena dalamhKompilasi 

HukumhIslam tidak ada perincian ahlihwaris darihsegi keturunan.72 

I. Bagian-BagianhAhlihWaris. 

Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan di dalam al-Qur’an. Bagian ahli 

waris yang telah ditentukan dalam al-Qur’an ada enam yaitu: 

1. 2/3 (dua pertiga). Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 bagian adalah: 

a. Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki. 

b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih, apabila tidak ada 

anak (laki-laki/perempuan) atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
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c. Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, 

cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki kandung. 

d. Saudara perempuan sebapak dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, 

cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sebapak.73 

Sebagai contoh apabila ahli waris terdiri dari bapak dan dua orang anak 

perempuan maka bagian masing-masingnya adalah anak perempuan 

mendapatkan 2/3 bagian untuk dua orang. Sedangkan bapak mendapatkan 

sisanya yaitu 1/3 bagian. 

2. 1/2 (setengah). Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/2 bagian adalah: 

a. Anak perempuan tunggal, apabila tidak ada anak laki-laki. 

b. Cucu perempuan tunggal, apabila tidak ada anak (laki-laki/perempuan) atau 

cucu laki-laki dari anak laki-laki. 

c. Saudara perempuan kandung tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-

laki, anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih, saudara laki-laki 

kandung, bapak, kakek. 

d. Saudara perempuan sebapak tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-

laki, anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih, saudara laki-laki 

kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung, bapak, 

kakek. 

e. Suami, apabila tidak ada anak atau cucu (laki-laki/perempuan).74 

Contoh permasalahannya adalah ketika ahli waris terdiri dari suami dan 

satu orang anak perempuan, maka pembagian warisnya adalah suami 

                                                             
73 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 35. 
74 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 36. 



45 
 

mendapatkan 1/4 bagian karena memiliki anak dan anak perempuan 

mendapatkan 1/2 bagian. Dalam kasus ini maka terdapat sisa harta waris 

karena bagian yang diterima ahli waris lebih kecil daripada asal masalahnya 

dan tidak ada asabah. Maka solusinya adalah sisahharta warishini diberikan 

kepadahahlihwaris selain suami atau istri75, sehingga sisa yang harta 1/4 bagian 

diberikan kepada anakhperempuan dan anak perempuanhmendapatkan 3/4 

bagian. 

3. 1/3 (sepertiga). Ahlihwaris yang berhak mendapatkanh1/3 bagianhadalah: 

a. Ibu,hapabila tidakhadahanak, cucu, saudarahlebih darihseorang. 

b. Saudara seibu dua orang atau lebih apabila tidak ada anak, cucu, bapak, 

kakek.76 

Contoh permasalahan untuk ahli waris yang mendapatkan 1/3 bagian 

adalah ketika ahli waris terdiri dari suami dan ibu. Suami mendapatkan 1/2 

bagian karena tidak ada anak dan cucu, sedangkan ibu mendapatkan 1/3 bagian 

karena tidak ada anak, cucu, atau saudara lebih dari seorang. Dalam kasus ini 

akan terjadi sisa harta sebanyak 1/6 bagian, maka sisanya akan diberikan 

kepada ibu sehingga ibu mendapatkan 1/2 bagian. 

4. 1/4 (seperempat). Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 bagian adalah: 

a. Suami, apabila ada anak atau cucu. 

b. Istri, apabila tidak ada anak atau cucu.77 
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76 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 36. 
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Dalam hal istri, apabila istrinya lebih dari satu maka 1/4 bagian itu dibagi 

untuk para istri. Jika istrinya 2 maka 1/4 bagian untuk dua orang sehingga 

masing-masing mendapatkan 1/8 bagian. 

5. 1/6 (seperenam). Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 bagian adalah: 

a. Bapak, apabila ada anak atau cucu. 

b. Ibu, apabila ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih. 

c. Nenek dari pihak ibu apabila tidak ada ibu, dan nenek dari bapak apabila 

tidak ada ibu atau bapak. 

d. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada: 

 Anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. 

 Anak perempuan lebih dari seorang. Jika hanya seorang perempuan, maka 

cucu perempuan akan mendapatkan seperenam. 

e. Saudara perempuan sebapak, apabila ada seorang saudara perempuan 

kandung dan tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, 

saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. 

f. Saudara seibu tunggal, apabila tidak ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-

laki, bapak, kakek dari pihak bapak.78 

Sebagai contoh ketika ahli waris terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak 

perempuan maka bagian masing-masing adalah bapak sebagai aṣabah, ibu 

mendapatkan 1/6 bagian, dan anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian. Bapak 

karena bersama dengan anak perempuan maka mendapatkan 1/6 bagian dan 
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sebagai aṣabah maka bapak mendapatkan 1/6 bagian ditambah sisa harta (1/6 

bagian), sehingga bapak mendapatkan 1/3 bagian. 

6. 1/8 (seperdelapan). Ahli waris berhak mendapatkan 1/8 adalah istri apabila ada 

anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.79 

Jika istri lebih dari satu orang maka 1/8 bagian ini merupakan hak para 

istri. Misalnya apabila istri berjumlah dua orang maka 1/8 bagian untuk dua 

orang istri sehingga masing-masing istri mendapatkan 1/16 bagian. 
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BABhIII 

HUKUM KEWARISANhMENURUThKOMPILASIhHUKUMhISLAM 

DANhKITABhUNDANG-UNDANGhHUKUMhPERDATA 

A. Pengertian dan Sejarah KompilasihHukumhIslam 

1. PengertianhKompilasihHukumhIslam 

Istilahh“kompilasi” diambilhdari katah“compilare” yanghmempunyaiharti 

mengumpulkanhbersama-sama, sepertihmisalnya mengumpulkanhperaturan-

peraturan yanghtersebar dan berserakan. Istilah ini kemudianhdikembangkan 

menjadih“compilation” atau “compilatie” dalamhbahasa Belanda.hIstilah ini 

kemudianhdigunakan dalamhbahasa Indonesiahmenjadih“Kompilasi”. 

Kompilasihdapat diartikanhsebagai kegiatanhpengumpulan darihberbagai 

bahanhtertulis yanghdiambil darihberbagai buku/tulisanhmengenai suatu 

persoalanhtertentu. Sedangkan kompilasihmenuruthhukum adalah sebuah buku 

hukum atau buku yang memuat kumpulanhuraian atauhbahan-bahanhhukum 

tertentu, pendapathhukum dan jugahhukum. Jadi KompilasihHukumhIslam 

merupakan rangkuman dari berbagaihpendapat hukumhyang diambilhdari kitab 

yang ditulis oleh ulamahfikih yanghbiasa digunakan sebagaihreferensi pada 

Pengadilan Agamahuntuk diolahhdan dikembangkanhserta dihimpunhke dalam 

satu himpunan.80 

KompilasihHukumhIslam (KHI) terdirihdari tiga buku yaitu Buku I 

tentang HukumhPerkawinan, BukuhII Tentang HukumhKewarisan, dan Buku 

IIIhtentang HukumhPerwakafan. BukuhI KHI tentang HukumhPerkawinan 
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terdiri dari 19 bab yang diperinci dalam 170hpasal (pasalh1 sampai pasalh170). 

Buku II KHI berisi 6 Bab yang terinci dalam 44 pasalh(pasalh171 sampai pasal 

214).hBuku III KHI tentang Hukum Perwakafanhterdiri darih5 babhyang 

terinci  dalam 15 pasal (pasal 215 sampai pasal 229).81  

2. Sejarah KompilasihHukumhIslam 

Idehawalhpembentukan KHI sudah ada sejak tahunh1970-an, yaitu 

setelahhUndang-Undang No.h14hTahun 1970hterutama mengenaihpasal 10 

ayat 1. Pasal ini mengamanatkan mengenaihkedudukan PengadilanhAgama 

yang kuathdalam sistemhnasional dan memiliki kesetaraan dengan tiga 

pengadilan lain di Indonesia yaitu PengadilanhNegeri, PengadilanhTatahUsaha 

Negara,hdan PengadilanhMiliter. Dalam pasal tadi juga ditentukan bahwa 

aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan 

Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), dan aspek yuridis berada 

di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Maka Kementerian Agama dan 

Mahkama Agung mempersiapkan diri dengan tugas masing-masing terutama 

menyangkut hukum acara dan hukum materil. Khususnya untuk hukum materil 

direncanakan untuk melahirkan suatu kitab pedoman hukum yang seragam 

untuk semua Pengadilan Agama.82 Namun penyusunan Kompilasi Hukum 

                                                             
81 Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia,  “Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009”, hlm. 137. 
82 Maylissabet, Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat (Studi 

Analisis terhadap Bagian Waris Ahli Waris), “Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 

2019”, hlm. 11. 
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Islam yang merupakan suatu proyek pembangunan hukum Islam di Indonesia 

baru dimulai sejak tahun 1985.83 

Secara resmi Kompilasi Hukum Islamhmerupakan konsensus (ijma’) 

ulama dari berbagaihgolongan danhmelalui mediahlokakaya yang dilaksanakan 

secara nasional,hyang kemudianhmendapat legalisasihdari kekuasaan negara.84 

Rancanganhkompilasi tersebuthdisusun olehhtim yang terdirihdari unsur-unsur 

Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan 

kompilasi tersebut ditempuhhmelalui empathjalur dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulanhdata melaluihpenelaahan atauhpengkajian kitab-kitabhyang 

adahkaitannya denganhmaterihkompilasi.  

b. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama; yang 

pelaksanaannya dilakukan olehh10 PengadilanhTinggihAgama.  

c. Pengumpulan data melalui studi perbandinganhdengan hukumhyang berlaku 

di beberapa Negara Islam,hyaitu Maroko,hTurki, danhMesir. Setelah 

terhimpun melaluihtiga jalurhtersebut, kemudianhdiolah olehhtim yang 

kemudian menghasilkanhkonsep KompilasihHukumhIslam di Indonesia.85 

Pengkonsepanhatau perumusanhini juga didasarkan kepada peraturan 

perundang-undangan yanghberlaku danhsumber hukumhIslam (al-Qur’an 

                                                             
83 Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia,  “Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009”, hlm. 137. 
84 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: PT. 

Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8. 
85 Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia,  “Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009”, hlm. 137. 
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dan sunah), khususnyahayat dan tekshyanghberhubungan denganhsubstansi 

KompilasihHukumhIslam (KHI).86 

d. Konsep KompilasihHukumhIslam hasil tim tersebut kemudian dibahas oleh 

para ulama dan cendekiawan muslim dalam loka karya yang diadakan pada 

tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta. Hasil loka karya tersebut kemudian 

disampaikanholeh MenterihAgama kepadahPresiden untukhmemperoleh 

bentukhyuridis dalamhpelaksanaannya. Kemudianhpada tanggalh10 Juni 

1991hkeluarlah lnstruksihPresiden Nomorh1 Tahunh1991 yanghmemuat 

instruksihkepada MenterihAgama untukhmenyebarkan Kompilasi Hukum 

Islam sebagaimana telah diterimahbaik olehhpara alim ulamahIndonesia 

pada Loka Karyahtahun 1988.87 

KompilasihHukumhIslam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden 

No. 1 Tahun 1991 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 

154  Tahun 199188 telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis setelah 

dikeluarkannya InstruksihPresiden danhKeputusan MenterihAgama tersebut.  

Sehingga KompilasihHukumhIslam dapat digunakan dalam praktek Peradilan 

Agama atau oleh instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang 

memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah 

diatur dalam kompilasi tersebut.89 

                                                             
86 Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, “Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 2 Desember 2017”, hlm. 46.  
87 Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
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B. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam 

Seperti yang kita ketahui bahwa dasar hukum pemberlakuan Kompilasi 

Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan di 

Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991. Substansi dari INPRES ini sendiri adalah 

Instruksi Presiden kepada Menteri Agama Indonesia untuk menyebarluaskan 

Kompilasi Hukum Islam dan untuk melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-

baiknya dan penuh tanggung jawab. INPRES No. 1 Tahun 1991 ini kemudian 

melahirkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.90 

Abdul Ghani Abdulla berpendapat bahwa dilihat dari tata hukum nasional 

KHI dihadapkan pada dua pandangan, pertama, KHI dipandang sebagai hukum 

tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh Instruksi Presiden yang tidak termasuk 

ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Kelemahan pandangan ini terlihat pada beberapa sumber pengambilan 

penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU No. 22 tahun 1946 tentang 

pencatatan nikah, talak dan rujuk jo. UU No. 32 tahun 1954 tentang penetapan 

berlakunya UU No. 22 tahun 1946, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dan PP No. 28 

tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sumber-sumber tersebut justru 

mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II KHI juga cenderung 

mendukung pendapat ini meskipun dalam penyusunannya dengan mengambil 

                                                             
90 Muhammad Amin Suma, Studi Evalluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum 

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Unisia No. 48 tahun 2003”, hlm. 185. 
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kaidah hukum dalam yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai hukum 

kewarisan Islam. 

Kedua, KHI dipandang sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan 

di atas menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rules yang kemudian diangkat 

menjadi law dengan adanya political power. Inpres Nomor 1 tahun 1991 

dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI ke 

dalam jajaran law.91 

Adapun dikatakan oleh Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam 

bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah 

ditetapakan oleh Undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam, maka 

Kompilasi Hukum Islam ini yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Dan selanjutnya ia 

mengatakan bahwa Instruksi Presiden ini dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden memegang kekuasaan 

Pemerintahan Negara.92 Maka dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 

tahun 1991 dapat dikatakan bahwa KHI telah resmi berlaku menjadi hukum 

positif untuk kemudian dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat 

Indonesia.  

C. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 

                                                             
91 Yulkarnain Harahap, et al, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum 

Perundangan-Undangan, “Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 2010”, hlm. 631-632. 
92 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah 
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Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik, ia tidak hanya 

tata aturan tentang waris belaka namun lebih dari itu hukum waris Islam 

merupakan bagian dari syari’at Islam yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipisahkan dari syariat dan keimanan. Seseorang mendapatkan warisan ataupun 

tidak aturannya telah ditentukan oleh Allah melalui nash-nash syariat.93 

Dalam istilah fikih Islam, kewarisan (al-mawariṡ, kata tunggalnya al-

miraṡ) juga dikenal dengan istilah faraid, jamak dari kata fariḍah, kata fariḍah 

diambil dari kata fardl dengan makna ketentuan (takdir). Fariḍah dalam 

terminologi syariah merupakan bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.94 

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang 

berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang 

setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.95  

Adapun  menurut KHI dalam pasal 171 poin (a) Hukum kewarisan 

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.96 Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa 

ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan, antara lain tentang pemindahan 

hak pemilikan harta waris, siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, dan 

mengenai masalah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. 

2. Rukun Waris  

                                                             
93 Kusnul Kholik, Sistem Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam , “Jurnal Usratuna  Vol. 1 No. 2  Juli 2018”, hlm. 41. 
94 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 

Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama 2010), hlm. 11 
95 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 119. 
96 Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 poin a. 
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Rukun adalah hal atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum hal atau 

pekerjaan pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut. Jika 

hal atau pekerjaan yang menjadi rukun itu tidak ada, maka pekerjaan pokok 

tidak dapat dilaksanakan. Rukun-rukun waris ada tiga, yaitu muwarriṡ 

(pewaris), wāriṡ (ahli waris), dan mawrūṡ (harta). Adapun rukun waris dalam 

KHI sebagai berikut: 

a. Pewaris  

Pewaris dalam bahasa Arab disebut muwarriṡ merupakan orang yang 

mewariskan dan meninggal dunia. Syarat muwarriṡ adalah dinyatakan telah 

meninggal secara hakiki atau meninggal secara yuridis (hukmi).  Meninggal 

secara hakiki artinya  seseorang tersebut sudah tidak bernyawa. Jika 

seseorang dinyatakan mati otak oleh dokter, maka ia belum mati hakiki dan 

harta waris belum dapat dibagikan. Sedangkan meninggal secara yuridis 

atau hukmi adalah kondisi di mana seseorang divonis meninggal oleh 

hakim, misalnya ketika seseorang menghilang dan setelah melalui beberapa 

proses akhirnya divonis meninggal oleh hakim. Dalam kondisi ini maka 

harta waris dapat dibagikan.97  

Adapun dalam pasal 171 KHI poin (b) dikatakan bahwa Pewaris adalah 

orang yang pada saat meniggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan 

putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan.98 

b. Harta Waris 
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Harta waris atau mawrūṡ merupakan harta peninggalan pewaris setelah 

dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan 

wasiat.99 Adapun harta waris seperti dijelaskan dalam KHI pasal 171 poin 

(e) merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, 

biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat.100 

c. Ahli Waris 

Ahli waris merupakan orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 

kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan 

dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.101 Adapun 

dalam pasal 171 KHI poin (c) dikatakan bahwa, ahli waris adalah orang 

yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 

hukum untuk menjadi ahli waris.102 Dari pasal tersebut dapat diketahui 

bahwa untuk menjadi ahli waris harus memenuhi setidaknya tiga syarat, 

yaitu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris pada saat pewaris meninggal, tidak terhalang, dan beragama Islam. 

3. Sebab-Sebab Mewarisi 

                                                             
99 Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, “Jurnal Hukum 

Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 Mei 2020”, hlm. 74. 
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Dalam KHI pasal 174 dijelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi 

sebab mewarisi, antara lain: 

a. Hubungan darah 

Hubungan darah dalam KHI dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan 

laki-laki dan golongan perempuan. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, 

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Adapun termasuk golongan 

perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. 

b. Hubungan perkawinan 

Dalam hubungan perkawinan KHI menjelaskan bahwa ahli waris terdiri 

dari duda dan janda.103 Artinya apabila seseorang meninggal dunia dengan 

meninggalkan suami atau istri, suami atau istri tadi berhak mendapatkan 

warisan dari suami atau istrinya yang telah meninggal.  

4. Hal-Hal yang Menghalangi Waris 

Hal-hal yang menghalangi waris merupakan hal-hal yang menyebabkan 

ahli waris tidak mendapatkan hak atas harta warisan karena beberapa hal yang 

secara mutlak menghalangi hak warisnya. Beberapa hal ini berbeda dengan 

terhalang karena hijab dan mahjub.104 Dalam KHI hal-hal yang menghalangi 

ahli waris dalam mendapatkan warisan diatur dalam pasal 173. Hal-hal yang 

menghalangi hak atas waris tersebut adalah apabila dengan putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 

berat para pewaris; 

                                                             
103 Kompilasi Hukum Islam, pasal 174. 
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b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 

lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.105 

Hal ini berbeda dengan fikih waris, di mana dalam fikih waris seseorang 

menjadi terhalang hak warisnya karena membunuh bukan hanya sekerdar 

memfitnah pewaris. 

5. Bagian-bagian Ahli Waris 

Bagian-bagian ahli waris merupakan kunci utama harta warisan dibagikan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan bagian-bagian kerabat yang 

memiliki hak bagian waris ditentukan dalam pasal 176-182.106 Berikut 

ketentuan-ketentuan bagian ahli waris dalam KHI: 

a. Anak Perempuan 

Dalam pasal 176 KHI disebutkan107 bahwa anak perempuan 

mendapatkan 1/2 bagian bila sendiri, 2/3 jika jumlahnya 2 orang atau 

lebih, dan jika anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak 

laki-laki adalah dua banding satu. 

b. Ayah 

Ketentuan bagian ayah diatur dalam pasal 177 KHI yaitu ayah 

mendapatkan 1/3 bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan 1/6 bagian 

jika pewaris memiliki anak.108 

c. Ibu 

                                                             
105 Kompilasi Hukum Islam, pasal 173. 
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Ketentuan bagian ibu diatur dalam pasal 178 KHI yaitu ibu 

mendapatkan 1/6 bagian jika ada anak atau dua orang saudara atau lebih, 

sedangkan jika tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih ibu 

mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa 

harta setelah dibagikan kepada janda atau duda jika bersama dengan 

ayah.109 

d. Suami 

Suami atau duda mendapatkan 1/2 bagian jika pewaris tidak 

meninggalkan anak dan mendapatkan 1/4 bagian jika pewaris 

meninggalkan anak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 179 KHI.110 

e. Istri 

Dalam pasal 180 KHI dikatakan bahwa istri mendapatkan 1/4 

bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan 1/8 bagian jika pewaris 

meninggalkan anak.111 

f. Saudara seibu 

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan masing-masing 

mendapatkan 1/6 bagian jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak 

dan ayah. Apabila saudara seibu ini berjumlah dua orang atau lebih maka 

mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Ketentuan ini diatur 

dalam pasal 181 KHI.112 

g. Saudara perempuan kandung atau seayah 
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Saudara perempuan kandung atau seayah mendapatkan 1/2 bagian 

apabila pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, jika saudara 

perempuan tersebut bersama dengan saudara perempuan kandung atau 

seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 

bagian. Jika saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki 

sekandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua banding 

satu dengan saudara perempuan. Ketentuan ini diatur dalam pasl 182 

KHI.113 

Ketentuan bagian ahli waris dalam KHI pada dasarnya sama dengan 

ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam yang terdapat dalam al-

Qur’an, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal bagian waris bapak jika 

pewaris tidak memiliki anak. Dalam KHI ditentukan bahwa bagian waris 

bapak adalah 1/3 dan 1/6,114 sedangkan dalam waris Islam bagian bapak 

adalah 1/6 atau sebagai asabah. 

Hukum kewarisan dalam KHI pada dasarnya merupakan hukum kewarisan 

yang diangkat dari pemikiran jumhur fuqaha (termasuk Syafi’iyyah). Namun 

dalam beberapa hal terdapat pengecualian, antara lain dalam hal yang berkaitan 

dengan masalah wasiat wajibah, yaitu mengenai anak dan orang tua angkat dan 

ahli waris pengganti; dalam hal yang berkaitan dengan masalah rad atau 

pengembalian sisa harta waris; dan tentang pengertian anak (walad).115 
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D. Pengertian dan SejarahhKitabhUndang-UndanghHukumhPerdata 

1. PengertianhKitabhUndang-UndanghHukumhPerdata 

Padahprinsipnyahhukum berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadihdua, 

yaituhhukum publikhdan hukumhprivat (perdata).116 Hukumhpublikhadalah 

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentinganhumumhatau mengatur 

hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum.hSedangkan hukum 

privat/perdata adalah ketentuan-ketentuan hukumhyang mengaturhhal-hal yang 

bersifathkeperdataan/kepentingan pribadi.117 

Para ahli hukum juga memberikan pandangannya sendiri mengenai 

definisi hukum perdata. H.F.A.hVollmar mengatakanhbahwa hukumhperdata 

adalahhaturan-aturan atauhnorma-norma yanghmemberikan pembatasanhdan 

oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan 

perseorangan dalam perbandinganhyang tepathantara kepentinganhyanghsatu 

dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalamhsuatu masyarakat 

tertentu terutama yanghmengenai hubunganhkeluarga danhhubunganhlalu 

lintas.118  

Definisihini merujukhpada hukumhperdata darihaspekhperlindungan 

hukum dan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum berkaitan dengan 

perlindungan perorangan yanghsatu denganhperoranganhyang lain, sedangkan 

                                                             
116 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW (Bandung: Penerbit Nuansa 

Aulia, 2014), hlm. 1.  
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1996), hlm. 2. 
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ruang lingkupnya adalah mengatur hubunganhkekeluargaan danhdalam 

pergaulanhmasyarakat.119 

Adapun SalimhHS., berpendapathbahwa hukumhperdata padahdasarnya 

merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang 

mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yanghlain 

dalamhhubungan kekeluargaanhdan dihdalamhpergaulan kemasyarakatan.120 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum 

perdata merupakan kaidah-kaidahhhukum yanghmengatur hubunganhantara 

perseorangan yang satuhdengan perseorangan yang lain atau lebih tepatnya 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu 

dengan subjek hukum yang lain, karena dalam ilmu hukum subjek hukum tidak 

hanya orang melainkan juga badan hukum. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dapat diartikan sebagai rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubunganhantara subjekhhukum yang satuhdengan subjek hukum yanghlain 

dalamhhubungan kekeluargaanhdanhdalam hubungan di masyarakat. 

2. SejarahhKitab Undang-Undang HukumhPerdata 

SejarahhHukumhPerdata tidakhdapat dipisahkanhdari HukumhPerdata 

Perancis, yaituhCode CivilhPerancis. Perjalananhsejarah darihterbentuknya 

CodehCivil Perancis, berawalhdari 50htahun sebelumhMasehi, yaknihsaat 

Julius Caesar berkuasahdi EropahBarat, HukumhRomawi telahhberlakuhdi 

Perancis yang berdampinganhdengan HukumhPerancis Kunohyanghberasal 
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dari Hukum Germania yang saling mempengaruhi.121 Keadaanhseperti ini 

terushberlangsung sampaihpada masahpemerintahan LouishXV yaituhdengan 

diawalinya usaha kearah adanya kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan 

suatu kodifikasihyang diberi nama “Code Civil DeshFrancois” pada 21 

Mareth1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi “Code 

Napoleon”.  

Kodifikasihini sangathberbau Romawihtetapi parahpenyusunnyahbanyak 

jugahmemasukkan kedalamnyahunsur-unsur hukum asli yaitu hukumhadat 

PerancishKuno (hukumhJerman) yanghtelah berlakuhdi EropahhBarat sebelum 

orang-orang Romawihmenguasai Perancis.hSebagai campuranhketiga di dalam 

isi Code Civilhitu adalahhhukum gerejahatau hukumhKatolikhyang didukung 

oleh gerejahRoma Katolikhketika itu.122 

Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 Code Civil Perancis ini setelah 

disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab undang-

undang yang resmi di Negeri Belanda, karena Negeri Belanda berada di bawah 

jajahan Perancis.123 Kemudian karenahIndonesia padahwaktu itu merupakan 

jajahan Belanda maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar 

berdasarkan pada CodehCivil ituhdiberlakukan pulahuntuk Indonesiahsejak 1 

Januari 1848 dengan Staatsblad tahunh1847 No. 23. Namun demikian, 

hukumhperdata dihIndonesia agak berlainan denganhhukum perdatahyang 
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berlakuhdi negeri Belanda apalagi jika dibandingkan dengan Code Civil 

Perancis, hanyahasas-asasnya banyakhdiambil darihCodehCivil.124 

SetelahhIndonesia merdeka,hberdasarkan Pasalh2 AturanhPeralihanhUUD 

1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlakuhsebelum 

digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945.125  

Sejarahhmengenai perkembanganhHukum Perdatahyang berkembanghdi 

Indonesia bahwa Hukum Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan 

produk HukumhPerdata Belandahyang diberlakukanhasas korkondansi,hyaitu 

hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan 

yang berlakuhdi negerihpenjajah.126 

HukumhPerdata menuruthilmu hukumhdibagi menjadihempat,hyaitu: 

1. Hukumhtentang diri seseorang, 

2. HukumhKekeluargaan, 

3. HukumhKekayaan, 

4. HukumhWarisan. 

Adapun sistematika yang dipakai dalamhKitab Undang-UndanghHukum 

Perdatahadalah KUHhPerdata (BW)hterdiri atashempat buku,hyaitu: 

1. Buku I, Perihal Orang, memuat tentang diri seseorang dan Hukum 

Keluarga; 

2. BukuhII, PerihalhBenda, memuathhukum perbendaanhserta HukumhWaris; 

                                                             
124 Erie Hariyanto, Burgelijk Wetboek  (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya  di 
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3. Buku III, Perihal Perikatan, memuat hukum kekayaan yanghmengenai hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang berlakuhterhadap orang-orang atau 

pihak-pihak yang tertentu; 

4. BukuhIV, Perihal Pembuktian danhLewat Waktu (Daluwarsa), memuat 

perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap 

hubungan-hubungan hukum.127 

E. Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang HukumhPerdata 

Sistemhhukum kewarisanhperdata yanghtertuang dalamhKUHhPerdata 

berdasarkanhketentuan Pasalh131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 

1924hNomor 557htentang PenundukanhDiri terhadaphhukum Eropa,hmaka 

Burgerlijk Wetboek (BW) berlakuhbagi: 

a. Orang-oranghEropa danhmereka yanghdipersamakan denganhoranghEropa; 

b. OranghTimur AsinghTionghoa (Staatsblad 1917hNo. 129); 

c. OranghAsing lainnyahdan orang-oranghIndonesia yanghmenundukkanhdiri 

kepadahHukumhEropa. 

Bagihorang Indonesiahketurunan TimurhAsing selainhTionghoa.hHukum 

warishBW tidakhberlaku, kecualihBab 13hyang mengaturhsoal wasiat (Staatsblad 

1924: 556).hDi dalamhPasal 4hStaatsblad ituhditentukan bahwahorang-orang 

darihketurunan tersebuthhanya dapathmembuathwasiat denganhbentuk wasiat 

umum kecualihdalam hal-halhyang tercantumhdalam Pasalh946, 947, dan 948.128 

1. PengertianhHukumhKewarisan 
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Hukumhwaris merupakanhbagian darihhukum kekeluargaanhberkaitan 

erathkaitannya denganhruang lingkuphmanusia sebabhsetiap manusiahpasti 

akanhmengalami peristiwahhukum yanghdisebuthkematian.129 Padahdasarnya 

istilahhwaris belumhada kesatuanharti, baikhdalam kamushhukumhmaupun 

dalamhsumber lainnya.hIstilah warishada yanghmengartikan denganhharta 

peninggalan,hpusaka atauhhutang piutanghyang ditinggalkanholehhseseorang 

yanghmeninggal dunia atau sebagianhmenjadi hakhahli warishatau oranghyang 

ditetapkanhdalam surathwasiat. 130 

Pengertian hukum waris juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, 

antara lain: 

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan 

bagaimanakah berbagai hakhdan kewajibanhtentang kekayaanhseseorang pada 

waktuhia meninggalhdunia akanhberalih kepadahorang yanghmasihhhidup.131 

Dari pengertian tersebut, pengertian kewarisan menurut KUH Perdata 

memperlihatkan unsur seoranghpeninggal warisan,hseseorang atauhbeberapa 

oranghahli waris,hdan hartahwarisan. 

Menurut Soepomo hukum waris merupakan hukum yang memuat 

peraturan yang mengatur proses meneruskanhserta mengoperkan barang 

hartahbenda danhbarang yanghtidak berwujudhbenda (immaterialhgoederen) 

darihsuatu angkatanhmanusia (generatie)hkepadahturunannya.132 
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Meskipun terdapat banyakhpengertian hukumhwaris menurut parahahli 

hukum, pada dasarnya mereka berpendapat sama, yaitu hukumhwaris 

merupakan peraturanhhukum yanghmengatur mengenai perpindahan harta 

kekayaanhdari seseorang yanghmeninggal atauhpewaris kepadahahli warisnya. 

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: 

a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (abhintestato), 

b. Karena ditunjuk dalam surat wasiath(testamentair).133 

Adapunhunsur-unsur pewarisan,hyaitu pewarisanhbaru terjadihjikahada:   

a. Pewaris,hyaitu seseoranghyang meninggalhdunia danhmeninggalkanhharta 

warisan.h 

b. Hartahwarisan, yaitu kekayaanh(vermogen), kumpulanhaktiva danhpassiva 

yanghditinggalkanhpewaris.  

c. Ahlihwaris, yaitu merekahyang untukhseluruhnya atauhuntukhsebagian 

secara berimbang, berhak menerima harta warisan dari pewarishyang 

disebuth“penerima hak berdasar atashhak umum”.134 

2. HakhMewarisi MenuruthUndang-Undang 

Undang-undanghtelah mengaturhdan menetapkanhhak-hak keluargahyang 

menjadi ahli waris. Namun dalam waris KUH Perdata ahlihwarishberdasarkan 

golongan darahhdibagi menjadihempathgolongan.135 Jikahterdapathorang-

orang dari golonganhpertama, mereka itulah yanghbersama-samahberhak 

mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkanhanggota keluargahlainnya tidak 
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mendapatkan bagian satu apapun. Jikahtidak terdapathanggotahkeluarga 

darihgolongan pertama,hbarulah anggota golonganhkedua tampilhsebagaihahli 

waris.hBegitu seterusnyahjika anggota golongan kedua tidakhada, barulah 

golonganhketiga menjadihahlihwaris,136 

Termasuk dalam golongan pertama adalah anak-anak beserta turunan-

turunan dalam garis lurus ke bawah yang meliputi anak, cucu, dan suami atau 

istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama yang baru diakui undang-

undang pada tahun 1935 (pasal 852 KUH Perdata). Jika seseorang meninggal 

dengan meninggalkan istri dan empat orang anak maka masing-masing 

mendapatkan 1/5 bagian dari harta warisan.137  

Dalamhhal sihmeninggal mempunyaihanak darihperkawinan pertamahdan 

seoranghistri kedua,hmaka istrihkedua inihdengan carahapapun tidakhboleh 

mendapatkanhbagian yanghmelebihi bagianhseorang anakhdan palinghbanyak 

hanyahseperempat darihseluruh hartahpeninggalan. Jikalauhsuami atauhistri 

menerimahsuatu legaathmisalnya, makahahli warishmenuruthundang-undang 

sudahhtidak berhakhmenerima bagianhlagi. tetapihmeskipun demikian,hia 

tetaphmemiliki hakhdari seoranghwaris, misalnyahbersama denganhahlihwaris 

lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta 

peninggalan dan berhakhturut melakukanhpembagian hartahpeninggalan itu.138 
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Termasuk dalamhgolongan keduahadalah oranghtua danhsaudara kandung 

pewaris.139 Khusus bagihoranghtua pewaris terdapat peraturanhkhusushyang 

menjaminhbahwa bagianhmereka tidakhakan kuranghdari 1/4hbagian dari 

hartahpeninggalan, meskipun merekahbersama dengan saudarahpewaris.140 

Misalnya apabila pewaris meninggalkan ayah, ibu, dan dua orang saudara 

maka bagiannya adalah ibuhdan ayah masing-masinghmendapatkan 

1/4hbagian, kemudian sisanyah(1/2hbagian) diberikan kepadahdua orang 

saudara sehinggahmasing-masing saudara mendapatkan 1/4hbagian. 

Jika tidak terdapathsama sekalihanggota dari golongan pertama danhkedua 

maka hartahpeninggalan dibagi menjadihdua bagian yang sama. Satuhbagian 

untukhanggota keluarga dari pihakhayah danhsatu bagianhuntuk anggota 

keluarga dari pihakhibu.141 

Termasuk dalam golonganhketiga adalah keluargahdalam garishlurus ke 

atashsesudah bapakhdan ibuhpewaris danhketurunannya (pasalh853hKUH 

Perdata). Adapun termasuk golonganhkeempat adalah pamanhdan bibi pewaris 

baik dari pihakhbapak maupunhdari pihakhibu, yaitu:hketurunan pamanhdan 

bibi sampai derajathkeenam dihitunghdari pewarishdanhsaudara kakekhdan 

nenek beserta keturunannyahsampai derajathkeenam dihitunghdari pewaris.142 

Dalam pasal 832 KUH Perdata disebutkanhbahwa: 

“Dalam hal, bilamana baik keluargahsedarah, maupun si yang hidup 

terlamahdi antarahsuami istri,htidak ada,hmaka segalahhartahpeninggalan 
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sihmeninggal, menjadihmilik Negara,hyang manahberwajib akan melunasi 

segala hutangnya, sekedar harga hartahpeninggalan mencukupi untuk 

itu.143 

 Undang-undang tidakhmembedakan ahlihwaris laki-lakihdanhperempuan. 

undang-undang juga tidak membedakanhahli waris berdasarkan urutan 

kelahiran.hHanya saja dalamhhukum warishmenurut undang-undanghgolongan 

yanghlebih tinggihderajatnya akanhmenutup golonganhyang lebihhrendah 

derajatnya.hBerbeda jika seseoranghmendapatkan harta warisan berdasarkan 

wasiathatau testamen,hjumlahnya tidakhtentu karenahorang yanghmemperoleh 

hartahsemacam ini tergantung darihkehendak sihpemberi wasiat. Adapunhahli 

waris yang memperoleh bagian mutlak atau legitime portie termasuk 

kedalamhahli warishmenurut undang-undang,hmereka adalahhahli waris dari 

golongan lurushke atashdan kehbawah yanghmemperoleh bagianhtertentu dari 

harta peninggalan dan bagian ituhtidak dapat dihapuskan olehhpewaris. 

Peraturan legitime portie ini oleh undang-undang dipandang sebagai pembatas 

kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat sesuai kehendaknya hatinya 

sendiri. 

Berdasarkanhhal-hal dihatas, seseoranghyang akanhmenerimahwarisan 

harus memenuhi syarat-syarathsebagaihberikut: 

a. Harushada oranghyang meninggalhdunia. 

b. Ahlihwaris atauhpara ahlihwaris harushada padahsaat pewarishmeninggal 

dunia. 

c. Seseorang ahli warishharus cakaphdan berhakhmenjadi ahlihwaris, artinya 

ia tidakhdinyatakan tidak patut menjadihahli warishkarena kematian 
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seseorang olehhundang-undang atauhtidak dianggaphsebagai tidakhcakap 

untukhmenjadi ahlihwaris.144 

3. Menerima atau Menolak Warisan 

Seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh 

kepadanya, sebagaimana ditegaskanhdalam Pasalh1045 KUHhPerdata,hbahwa 

tiadahseorang punhdiwajibkan untukhmenerima warisanhyang jatuhhke 

tangannya.145 Terdapat beberapa sikaphbagi ahlihwaris dalamhmenerima 

warisan, antarahlain: 

a. Penerimaan secara penuhhyang dapathdilakukan secarahtegashmaupun 

diam-diamhsecara tegashapabila seoranghahli warishdengan aktahmenerima 

kedudukannyahsebagai ahlihwaris. Secarahdiam-diam apabilahahlihwaris 

melakukanhsuatu perbuatan,hmisalnya mengambilhatau menjualhbarang-

barang warisan atau melunasi hutang-hutanghpewaris, maka dapat dianggap 

telah menerima warisan secarahpenuh. 

b. Menerima dengan ketentuan ia tidakhdiwajibkanhmembayarhhutang-hutang 

si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu. Penerimaan ini 

merupakanhsuatu jalanhtengah antarahmenerima dan menolakhdinamakan 

menerimahdengan “voorrecht van boedelbeschrijving” atauh“beneficiaire 

aanvaarding”.hJika hendakhmemilih jalanhini maka harushmembuat 
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pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dihmana warisan 

telahhterbuka.146 

c. Menolak harta warisan, maka ahli waris tidak berhak dan tidak 

berkewajiban untuk membayarhhutang pewaris.hApabila semuahgolongan 

ahlihwaris menolakhmaka warisanhjatuh padahnegara. Pernyataanhmenolak 

harushdengan aktahnotaris.147 

4. Hal-Halhyang Menghalangi HakhWaris 

Merekahyang tidakhlayak menerimahwarisan adalah: 

a. Merekahyang  telahhdihukum karenahdipersalahkan telahhmembunuh atau 

mencobahmembunuhhpewaris,  

b. Merekahyang denganhputusan hakimhpernah dipersalahkanhkarena secara 

fitnahhtelah mengajukanhpengaduan bahwahpewaris telahhmelakukan 

kejahatanhyang diancamhhukuman penjarahsekurangnya 5htahun,  

c. Merekahyang denganhkekerasan telahhmencegah pewarishmembuat atau 

mencabuthsurathwasiatnya,  

d. Merekahyang telahhmenggelapkan, merusakhatau memalsukanhsurat wasiat 

pewarish(Pasal 838 KUH Perdata).148 

F. Asas HukumhWaris dalamhKitab Undang-UndanghHukumhPerdata 

Dalamhhukum warishdikenal beberapahasas, antarahlain: 

1. Asash“le morthsaisit lehvif” disingkathdengan hakhsaisine. 
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Asas ini artinyahpewarisan hanyahberlangsung karenahkematianh(Pasal 

830hKUH Perdata).hApabila seseoranghmeninggal, makahseketika ituhjuga 

segala hak dan kewajibannya beralihhpada sekalianhahlihwarisnya.149 Menurut 

KUH Perdatahsetiap oranghsekalipun masihhberada dalam kandunganhibunya 

asalkanhlahir hidup cakap untukhmenerima warisanh(Pasal 2 KUH Perdata).150 

2. Asashindividual 

Asas individual, berartihyang menjadihahli warishadalahhperorangan, 

bukan kelompok ahlihwaris, danhbukan sukuhatau keluargah(Pasal 852hjo 

Pasal 852 ahKUHhPerdata). 

3. Asashbilateral 

Asas bilateral, artinya seseoranghtidak hanyahmewarisi darihayahnya saja, 

tetapi juga dari ibunya, demikianhpula saudarahlaki-laki mewarisihdari saudara 

laki-lakinya maupunhsaudara perempuannya,hbaik yanghsekandung maupun 

saudara tirinyah(Pasal 850,hPasal 854,hPasal 856,hPasalh857 KUHhPerdata). 

4. AsashPerderajatan 

Asas perderajatan berartihahli warishyang lebihhdekat derajatnyahdengan 

pewarishmenutup peluanghahli waris yanghlebih jauhhderajatnya, makahuntuk 

mempermudahhperhitungan diadakanhpenggolongan ahlihwaris (Pasalh832 

ayath(1) KUHPerdata). Dalamhhal ini berlakuhungkapan “siapahkeluarga 

sedarahhyang palinghdekat, makahwarisan yanghakan diahdapat”.hNamun 
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demikian ada kekecualian karena ada kemungkinan golonganhIII dan golongan 

IV munculhsecara bersamaan sebagaihahlihwaris.151 

  

                                                             
151 Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4. 
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BABhIV 

AnalisishKomparatif tentanghPembagianhWaris Istri dalam Perkawinan 

Poligami MenuruthKompilasihHukumhIslamhdanhKitabhUndang-Undang 

HukumhPerdata 

A. PembagianhWaris Istri dalamhPerkawinanhPoligami MenuruthKompilasi 

HukumhIslam 

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada asashijbari yang secara etimologi 

mengandungharti paksaan,hyaitu melakukanhsesuatu dihluar kehendakhsendiri. 

Pengertian dalam hukumhwaris adalah peralihanhharta seseoranghyang telah 

meninggal kepadahseseorang yanghmasih hiduphdengan sendirinya.hArtinya 

dengan adanya kematian pewaris maka tanpahadanya perbuatanhhukum atau 

pernyataanhkehendak darihpewaris, hartahwarisan akan secarahotomatis beralih 

kepada ahlihwaris.152 

Perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayath(1) Undang-

UndanghNomor 1hTahun 1974htentang Perkawinan,hyang menjelaskan bahwa 

harus adanya persetujuanhdari istrihatau istri-istrihdalam halhseorang suami akan 

beristrihlebih darihseorang. Persetujuanhdari istrihatau istri-istrihini merupakan 

salah satu syarathuntuk mengajukanhpermohonan izinhberpoligami ke Pengadilan 

Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasalh4 ayat (1)hdan Pasal 5hayat (1) 

huruf a Undang-Undang Perkawinan. Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) hurufhb dan 

                                                             
152 Maryati Bachtiar, Hukum waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan 

Gender, “Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 tt.”, hlm. 11. 
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c153 dikatakan bahwa harus adanyahkepastian suamihmampu menjaminhkeperluan 

hidup istri dan anak-anak mereka dan adanyahjaminan bahwahsuami akan berlaku 

adil. 

Adapun bagi seorang istri kedua dan seterusnya apabila ingin hak waris 

dalam perkawinan poligami terlindungi, maka seorang istri harus memiliki bukti 

otentik yaitu antara lain surat nikah  dan akta kelahiran anak.154 Tanpa adanya 

surat nikah dan akta kelahiran maka mereka akan kesulitan untuk mengklaim 

harta warisnya karena harta waris akan dikuasai oleh istri pertama. 

Mengenai harta bersama perkawinan poligami diatur dalam pasal 94 KHI, 

yaitu: 

1. Harta bersama darihperkawinan seoranghsuami yanghmempunyai 

isteri lebih darihseorang, masing-masinghterpisahhdanhberdiri sendiri. 

2. Pemilikanhharta bersamahdari seoranghsuami yanghmempunyaihisteri 

lebihhdari seoranghsebagaimanapun tersebuthdalam ayath(1), dihitung 

padahsaat berlangsungnyahakad perkawinanhyang kedua,hketigahdan 

keempat.155 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa istri kedua dan 

seterusnya tidak berhak atas harta suami yang dimilikinya sejak perkawinannya 

dengan istri pertama. Adapun dalam pasal 190 KHI disebutkan bahwa: 

Bagihpewaris yanghberisteri lebihhdari seorang,hmakahmasing-masing 

isterihberhak mendapathbagian atashharta gono-ginihdari rumahhtangga 

denganhsuaminya, sedangkanhkeseluruhan bagianhpewaris adalahhmilik 

ahlihwarisnya.156 

 

                                                             
153 Misda Deni et.al., Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam Perkawinan 

Poligami Tanpa Izin, “ Journal of Education, Humaniora and social Sciences Vol. 2 No. 3 April 

2018”, hlm. 634. 
154 Misda Deni et.al., Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam Perkawinan 

Poligami tanpa Izin, “ Journal of Education, Humaniora and social Sciences Vol. 2 No. 3 April 

2018”, hlm. 634. 
155 Kompilasi Hukum Islam, pasal 94. 
156 Kompilasi Hukum Islam, pasal 190. 
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Harta gono-gini secara hukum memiliki artihharta perolehanhbersama 

selamahbersuami istri.hAdapun istilahhhukum yanghdigunakan secarahresmi dan 

legal-formalhdalam peraturanhperundang-undanganhdi Indonesia, baikhdalam 

UUhNo.h1hTahunh1974 tentanghPerkawinan, KitabhUndang-UndanghHukum 

Perdata,hmaupun KompilasihHukum Islamhadalah hartahbersama.157 Selaras 

dengan ketentuan pasal 94 KHI, pasal 190 KHI juga menjelaskan bahwa dalam 

perkawinan poligami setiap istri berhak mendapatkan harta bersama atas 

perkawinannya dengan suaminya yang kemudian bagian harta bersama milik si 

suami akan menjadi milik ahli warisnya atau menjadi harta waris. 

Mengenai harta bawaan sesuai dengan pasal 86 KHI ayat 1 dan 2, di atur 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Padahdasarnyahtidak adahpencampuran antarahharta suamihdanhharta 

isterihkarenahperkawinan. 

2. Hartahisteri tetaphmenjadi hakhisteri danhdikuasai penuhholehnya, 

demikianhjuga hartahsuami tetaphmenjadi hakhsuami danhdikuasai 

penuhholehnya.158 

 

Menurut ketentuan pasal tersebut tidak ada pencampuran harta karena 

perkawinan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik 

masing-masing suami dan istri. Mereka berhak membelanjakan hartanya masing-

masing dengan sepenuhnya tanpa gangguan dari pihak lain.159 Harta bawaan ini 

apabila terjadi si pemilik (suami/istri) meninggal dunia, maka tidak perlu dibagi 

seperti harta bersama dan nantinya akan menjadi harta waris. 

                                                             
157 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (Jakarta: 

Visimedia 2008), hlm. 2. 
158 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86. 
159 Wasman et.al., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), 

hlm. 213. 
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Dalam hukum Islam, mengenai bagian waris istri dalam perkawinan 

poligami adalah 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, baik dari pernikahan 

dengan istri pertama atau istri lainnya, dan 1/8 apabila sang suami meninggalkan 

anak. Ketentuan ini sesuai dengan al-Qur’an Surat an-Nisa (8) ayat 12: 

ل ه نَ ... ب ع   و  مَا الرُّ ت مم  م  كم ن  لَ  ا نم  ت ر  ل دِّ ف ل ه نَ الثُّم  ل دِّ ۚ ف ا نم ك ان  ل ـك مم و  مم ي ك نم لكَ مم و 

ت مم  كم مَا ت ر  نٍ  م  ا  ا وم د  يم ن  ب ه  وم ص  يةٍَ ت وم ص  د  و   ب عم
نم  ....م    

Parahistri memperolehhseperempat hartahyang kamuhtinggalkan jika 

kamuhtidak memilikihanak. Jikahkamu memilikihanak, makahpara istri 

memperolehhseperdelapan darihharta yanghkamu tinggalkanh(setelah 

dipenuhi)hwasiat yanghkamu buathatau (danhsetelahhdibayarkan) hutang-

hutangmu.160 

 

 Berdasarkan ketentuan ayat di atas maka diketahui bahwa pembagian 

waris istri menurut hukum Islam tadi baru dapat dibagikan setelah wasiat dari 

pewaris dipenuhi dan setelah dibayarkan hutang-hutang dari pewaris. 

Adapun mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligamihdiatur 

dalamhPasal 180hKHI, yaitu sebagai berikut: 

Jandahmendapatkan seperempathbagian bilahpewaris tidakhmeninggalkan 

anak, danhbila pewarishmeninggalkan anakhmaka jandahmendapat 

seperdelapanhbagian.161 

 

Ketentuan yang ada pada pasal di atas tidak berbeda dengan ketentuan 

yang ada dalam hukum Islam, yaitu bagian waris istri-istri dalam perkawinan 

poligami adalah 1/4 bagian untuk sejumlah istri jika suami tidak meninggalkan 

anak, dan 1/8 bagian untuk sejumlah istri jika suami meninggalkan anak. Apabila 

suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri tanpa meninggalkan anak 

maka bagian masing-masing isti adalah 1/8 bagian. Jika suami meninggal dengan 

                                                             
160 Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 79. 
161 Kompilasi Hukum Islam, pasal 180. 
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meninggalkan dua orang istri dengan 1 orang anak baik dari istri pertama maupun 

kedua maka bagian masing-masing istri adalah 1/16 bagian. 

Akibat hukum dari seorang suami yang menikah dengan lebih dari seorang 

istri adalah terjadinya perhitungan harta bersama, yang mana harta bersama ini 

masing-masing terpisah dan tidak ada pencampuran harta. Istri kedua tidak berhak 

atas harta suami yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertama, 

begitu seterusnya. Mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami setiap 

istri memperoleh bagian yang sama besar antara istri pertama dan istri kedua. Istri 

memperoleh 1/4 bagian jika suami tidak memiliki anak dan 1/8 bagian jika suami 

memiliki anak. Bagian-bagian tadi dibagi sejumlah istri. 

Furuḍhbagi istrihsebagaimana yanghdijelaskan dalamhal-Qur’anhadalah 

1/4 jika suamihtidak meninggalkanhanak danh1/8 jikahsuamihmeninggalkan 

anak. Furuḍ untukhempat oranghistri secarahjelas tidakhdinyatakan dalamhal-

Qur’an, namunhpara ulamahsepakat bahwahfuruḍ istrihhanya 1/4hatau 1/8,hbaik 

untukhseorang istrihatau untukhbeberapa oranghistri. Alasan rasional yang 

digunakan oleh para ulama adalah dalam kasus empat orang istri dan tidak adanya 

anak dengan beberapa ahli waris ber- furuḍ tertentu, jika setiaphistri memperoleh 

1/4hbagian makahseluruh hartahkekayaan akanhhabis olehhistri sajahdan ahli 

waris lainnya tidakhmendapatkanhbagian.162 

B. Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami MenuruthKitab 

Undang-UndanghHukumhPerdata 

                                                             
162 Amir Syaifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 81. 
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Hukumhwarishmenurut konsepsi KitabhUndang-Undang HukumhPerdata, 

merupakanhbagian darihhukum kekayaaan. Makahdari itu,hhanya hakhdan 

kewajibanhyang berwujudhharta kekayaanhyang menjadihwarisan danhakan 

diwariskan.hHak danhkewajiban yanghtimbul darihhubungan hukumhkeluarga,163 

sepertihhak walihatas seseoranghyang ditaruhhdi bawahhperwaliannyahdan 

kewajiban pengampu (curator)hatas curandush,164 hal seperti ini tidak diwariskan. 

MenuruthPasal 830hKUH Perdata,hpewarisan hanyahberlangsunghkarena 

kematian.165hHal inihsesuai dengan asas hukum waris dalam KUH Perdata yaitu 

hak saisine, apabilahseseorang meninggal,hmaka seketikahitu jugahsegalahhak 

danhkewajibannya beralihhpada sekalianhahlihwarisnya.166 

Mengenai hartahwarisan dalam KUH Perdata meliputihseluruh harta 

benda beserta seluruh hakhdan kewajibanhpewaris dalamhlapanganhhukum harta 

kekayaan yanghdapat dinilaihdengan uang.hDari manapunhharta berasal tetap 

merupakan satuhkesatuan yanghkeseluruhan akanhberalih darihpewarishke ahli 

warisnya. Jadi, dalamhKUH Perdatahtidak dikenalhadanya lembagahbarang asal 

(hartahbawaan), kecuali dilakukan dengan adanya perjanjian perkawinan.  

Menurut pasal 119 KUH Perdata, sejak dilangsungkan perkawinan 

terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suamihdan kekayaanhistri, dengan 

tidak memandanghdari siapahasalnya hartahtersebut. Hartahbenda yang diperoleh 

selama perkawinan baik yanghdiperoleh sihsuami maupunhistri,hbaik secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta persatuanhyanghbulat. Demikian 

                                                             
163 Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 

139. 
164 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10. 
165 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 23. 
166 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 96. 
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juga harta yang diperoleh dari warisan masing-masing, maupun yang diperoleh 

dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri,hsemuanya menjadi harta 

bersama. Apabila terjadi perceraian atauhsalah satuhmeninggal dunia,hmaka harta 

perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata,hantara suami dan istri.167  

Dalam perkawinan poligami jika terjadi si suami meninggal dengan 

meninggalkan dua orang istri maka harta terlebih dahulu dipisahkan antara 

perkawinan pertama dan perkawinan kedua kemudian harta dari perkawinan 

pertama dibagi dua bagian, 1/2 untuk suami sebagai harta warisan dan 1/2 bagian 

untuk istri sebagai harta bersama. Kemudian harta yang diperoleh setelah 

perkawinan kedua dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1/3 bagian  untuk suami 

sebagai harta bersama, 1/3 bagian untuk istri pertama sebagai harta bersama, dan 

1/3 untuk istri kedua sebagai harta bersama. 

MenuruthKUH Perdatahahli warishmenurut undang-undanghatauhahli 

waris ab intestato berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan. 

Dalam hal ini, suami atau istri yang hidup paling lama masuk dalam  ahli waris 

golongan pertama. Suamihatau istrihyang hiduphpaling lamahini baruhdiakui 

sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnyahsuami atauhistri 

tidakhsalinghmewarisi.168 

Mengenai bagian waris untuk istri diatur dalam pasalh852 KUHhPerdata, 

yaitu: 

Anak-anakhatau sekalianhketurunan merekahbiar dilahirkanhdari lain-lain 

perkawinanhsekalipun, mewarisihdari keduahorang tua,hkakek,hnenek, 

atauhsemua keluargahsedarah merekahselanjutnya dalamhgaris lurushke 

                                                             
167 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 20. 
168 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 26. 



82 
 

atas,hdengan tiadahperbedaan antarahlaki atauhperempuan danhtiada 

perbedaanhberdasarkan kelahiranhlebihhdahulu.  

Merekahmewaris kepalahdemi kepala, jikahdengan sihmeninggalhmereka 

bertalianhkeluarga dalamhderajat kehsatu danhmasing-masing mempunyai 

hakhkarena dirihsendiri; merekahmewarisi pancanghdemi pancang,hjika 

sekalianhmereka atauhsekedar sebagianhmereka bertindakhsebagai 

pengganti.169 

 Menurut pasal ini, mengenai pembagian waris istri bagian-bagiannya 

adalah istri dari perkawinan pertama mendapatkan bagian sama besar dengan 

anak, kemudian istri kedua mendapatkan bagian maksimal 1/4 bagian dari harta 

warisan atau tidak melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan 

pertama dilahirkan anak.170 Artinya dalam hal si meninggal meniggalkan dua 

orang istri dan seorang anak dari perkawinan pertama, maka istri kedua ini dengan 

cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan 

paling banyak hanya 1/4 dari seluruh harta peninggalan.171 Apabila seorang istri 

kedua atau seterusnya diuntungkan karena wasiat, maka jumlah yang diperoleh 

tidak boleh melebihi jumlah maksimum seperti yang tercantum dalam Pasal 852a 

jo. Pasal 902 KUH Perdata. Apabila nilai itu melebihi jumlah maksimum yang 

diizinkan, maka menurut ayat kedua, yang pertama-tama dikurangi adalah bagian 

warisan karena kematian.172 Kemudian ada juga kemungkinan bahwa istri kedua 

yang menerima wasiat ini menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima 

bagian lagi.173 

                                                             
169 Kitab Undang-Undang Hukum Perdara, Pasal 852. 
170 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 26. 
171 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm . 99. 

172 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29. 
173 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm . 99. 
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C. Analisis Komparatif Pembagian Waris Istri dalamhPerkawinan Poligami 

MenuruthKompilasihHukumhIslamhdan KitabhUndang-UndanghHukum 

Perdatah 

Sistem perkawinanhdihIndonesia pada dasarnya menganut asas 

monogami,hyaitu seorang suami yang hanyahboleh menikahi seoranghistri. 

Namun asas monogami yang dimaksud bukan merupakan asas monogami mutlak 

melainkan asas monogami terbuka. Di mana seorang suami boleh menikah lagi 

jika memenuhi persyaratan yang ada. Adapun untuk istri kedua dan seterusnya 

untuk melindungi hak kewarisannya maka mereka perlu memiliki bukti otentik 

atas perkawinanya seperti surat nikah dan akta kelahiran anak. 

Mengenai harta perkawinan dalam perkawinan poligami apabila terjadi 

kematian maka akan  tejadi pewarisan. Islam memandang bahwa perkawinan 

poligami lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat, karena manusia 

pada fitrahnya memiliki sifat cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Sifat atau 

perasaan ini akan lebih mudah muncul dalam perkawinan poligami. Terlebih lagi 

mengenai harta warisan yang dianggap sensitif oleh masyarakat.  

Mengenai sistem pembagian waris dalam KHI sesuai dengan pasal 94 KHI 

yang mengatur mengenai harta bersama dan pasal 190 KHI yang mengatur 

mengenai harta gono-gini maka terlebih dahulu perlu dipisahkan harta bersama 

dari masing-masing suami dan istri. Adapun harta bersama merupakan harta yang 

diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama ini masing-masing 

terpisah dan berdiri sendiri. Istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta 

yang diperoleh dari perkawinan pertama. Adapun harta bawaan sesuai ketentuan 
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pasal 86 KHI tidak ada pencampuran harta karena adanya perkawinan, maka 

setelah kematian seorang suami/istri harta bawaan ini tidak perlu dibagi antara 

suami istri dan akan menjadi milik ahli waris. 

Selanjutnya mengenai bagian waris masing-masing istri di aturhdalam 

pasalh180 KHI,hyaitu: 

Jandahmendapatkan seperempathbagian bilahpewaris tidakhmeninggalkan 

anak,hdan bilahpewaris meninggalkanhanak makahjandahmendapat 

seperdelapanhbagian.174 

 

Sesuai dengan ketentuan pasal ini maka bagian waris istri adalah 1/4hjika 

suamihtidak meninggalkanhanak danh1/8 jikahsuami meninggalkanhanak. 

pembagian waris bagi istri ini dipengaruhi oleh keberadaan walad atau anak. 

bagian-bagian tadi kemudian dibagi sejumlah istri. Apabilahsuamihmeninggal 

dengan meninggalkanhdua oranghistri tanpa meninggalkan anakhmaka bagian 

waris masing-masing istri adalah 1/4 bagian untuk dua orang, yaitu 1/8hbagian. 

Apabilahsuami meninggalhdengan meninggalkanh2 oranghistri dan seoranghanak 

bagian warishmasing-masing istri adalah 1/8hbagian untuk dua orang istri, yaitu 

1/16 bagian. 

Mengenai sistemhpembagian warishistri menuruthKitabhUndang-Undang 

HukumhPerdata seperti yang tercantum dalam pasalh119 KUHhPerdatahbahwa 

sejak dilangsungkan perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan 

suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta 

tersebut.hHarta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si 

suami maupun istri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta 

                                                             
174 Kompilasi Hukum Islam, pasal 180. 
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persatuan yang bulat.hDemikian juga harta yang diperoleh dari warisanhmasing-

masing, maupunhyang diperoleh dari hibahhbaik kepadahsuami ataupunhkepada 

istri,hsemuanya menjadihharta bersama. Ketika terjadi si suami meninggal maka 

sebelum melakukan pembagian waris terlebih dahulu ditentukan bagian harta 

bersama masing-masing suami dan istri.  

Perhitungannya adalah harta akan dibagi dua, 1/2 bagian adalah bagian 

harta bersama suami yang akan menjadi harta waris, 1/2 bagian adalah bagian 

harta bersama untuk istri. Dalam KUH Perdata tidak mengenal adanya harta 

bawaan karena setelah terjadinya pernikahan telah terjadi pencampuran harta 

antara suami dan istri, kecuali telah ada perjanjian perkawinan. Adapun dalam 

perkawinan poligami pembagian harta bersamanya adalah terlebih dahulu 

dipisahkan antara harta yang diperoleh dari perkawinan pertama, kedua, dan 

seterusnya. Kemudian harta dari perkawinan pertama dibagi dua untuk suami dan 

istri pertama. Harta perkawinan dari perkawinan kedua dibagi tiga untuk suami, 

istri pertama, dan istri kedua. Begitu seterusnya. 

Mengenai bagian waris masing-masing istri dalam perkawinan poligami 

menurut KUH Perdata sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata bahwa suami dan 

istri yang hidup paling lama termasuk dalam ahli waris golongan pertama yang 

bagiannya adalah sama dengan bagian anak. Apabila suami meninggal dengan 

meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, maka bagian masing-masing adalah 

1/5 bagian. Adapun mengenai bagian istri kedua sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 852a KUH Perdata maka bagian seorang istri kedua dengan cara apapun 
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tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian anak yang terkecil dan maksimal 

mendapatkan 1/4 bagian. 
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Tabel 

Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Pembagian Waris Istrihdalam 

PerkawinanhPoligami MenuruthKompilasihHukumhIslam danhKitab 

Undang-UndanghHukumhPerdata 

NO. TENTANG PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Harta Bawaan Harta yang diperoleh 

oleh masing-masing 

suami istri sebelum 

perkawinan. 

Dalam pasal 86 KHI 

dijelaskan bahwa tidak 

ada pencampuran harta 

yang diperoleh sebelum 

perkawinan akibat 

perkawinan, sehingga 

dalam hal 

meninggalnya pemilik 

harta (suami/istri) maka 

harta tersebut akan 

langsung menjadi harta 

waris. 

Dalam pasal 119 KUH 

Perdata dijelaskan 

mengenai terjadinya 

pencampuran bulat 

harta akbibat 

perkawinan, dengan 
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tidak memikirkan dari 

mana harta tersebut 

berasal. Maka dalam 

KUH Perdata tidak 

mengenal adanya harta 

bawaan. 

2. Harta bersama Dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan  

Kitab Undang-Undang 

Perdata sama-sama 

mengatur bahwa harta 

bersama dalam 

perkawinan apabila 

terjadi meninggalnya 

suami/ istri maka 

harus di bagi 2 bagian. 

Dalam perkawinan 

lebih dari seorang istri 

maka istri kedua tidak 

berhak atas harta yang 

diperoleh dari 

perkawinan pertama. 

Harta bersama dalam 

KHI, sesuai ketentuan 

pasal 94 KHI harta 

bersama adalah harta 

yang diperoeh sejak 

perkawinan 

berlangsung. 

Dalam ketentuan pasal 

119 KUH Perdata harta 

bersama adalah harta 

yang diperoleh sejak 

terjadinya perkawinan 

termasuk harta bawaan 

masing-masing suami- 

istri. 

3. Bagian waris Dalam  ketentuan Dalam ketentuan pasal 
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masing-masing 

istri dalam 

perkawinan 

poligami 

Kompilasi Hukum 

Islam maupun Kitab 

Undang-Undang 

Hukum Perdata 

masing-masing istri 

mendapatkan harta 

waris. 

180 KHI dikatakan 

bahwa bagian waris 

istri adalah 1/4 jika 

suami meninggalkan 

anak dan 1/8 jika suami 

tidak meninggalkan 

anak. jika istrinya lebih 

dari dua maka bagian-

bagian tadi dibagi 

sejumlah istri. 

Dalam ketentuan pasal 

852 KUH Perdata 

dikatakan bahwa 

suami/istri yang hidup 

paling lama termasuk 

ahli waris golongan 

pertama dan bagiannya 

adalah sama dengan 

anak. Kemudian dalam 

pasal 852 a KUH 

Perdata mengatur 

tentang bagian istri 

kedua tidak boleh 
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melebihi bagian anak 

dan maksimal 

bagiannya adalah 1/4 

bagian. 

 

Contoh Kasus: 

Seorang suami bernama Aldi meninggal dengan meninggalkan seorang istri dari 

perkawinan pertama bernama Sherlyna, seorang istri dari perkawinan kedua 

bernama Yunita, dan seorang anak laki-laki dari perkawinan pertama bernama El. 

Harta bawaan yang diperoleh Aldi sebelum menikah dengan istri pertamanya 

adalah Rp 400.000.000,00. Harta bersama dengan istri pertama adalah Rp 

600.000.000,00175 dan harta bersama dengan istri kedua adalah Rp 

200.000.000,00. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? 

1. Perhitungan menurut Kompilasi Hukum Islam 

Sebelum menentukan pembagian waris maka terlebih dahulu harus 

ditentukan harta waris. Berdasarkan ketentuan pasal 86 KHI tidak ada 

pencampuran harta karena perkawinan sehingga harta bawaan suami (Aldi) 

sejumlah Rp 400.000.000,00 tidak perlu dibagi dengan istri terlebih dahulu dan 

menjadi harta waris. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 94 KHI bahwa 

harta bersama dari perkawinan suami yang menikah lebih dari seorang istri 

masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung sejak akad 

perkawinannya.  Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 190 KHI bahwa 

                                                             
175 Harta bersama dengan istri pertama ini merupakan harta yang diperoleh sejak 

pernikahan suami dengan istri pertama sampai meninggalnya suami (setelah suami menikah 

dengan istri kedua), sehingga harta bersama dengan istri kedua tidak perlu dibagi tiga. 



91 
 

pewaris yang meninggalkan istri lebih dari seorang, masing-masing istri berhak 

atas harta gono-gini dan bagian suami menjadi milik ahli waris. Sehingga harta 

bersama dari masing-masing perkawinan dibagi dua antara suami dan istri 

kemudian bagian suami menjadi harta waris.  

Harta bersama dari perkawinan pertama = 1/2  x Rp 600.000.000,00 

 = Rp 300.000.000,00 (untuk masing-

masing suami dan istri pertama) 

Harta bersama dari perkawinan kedua = 1/2 x Rp 200.000.000,00 

= Rp 100.000.000,00 (untuk masing-

masing suami dan istri kedua) 

Sehingga harta warisnya adalah harta bawaan suami ditambah harta 

bersama suami dari perkawinn pertama ditambah harta bersama suami dari 

perkawinan kedua. 

Harta waris = Rp 400.000.000,00 + Rp 300.000.000.000,00 + Rp 

100.000.000,00 

 =    Rp 800.000.000,00 

Setelah diketahui harta warisnya maka dapat ditentukan berapa bagian 

masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan pasal 180 KHI maka istri 

mendapatkan 1/8 bagian karena suami meninggalkan anak. 1/8 bagian ini 

untuk dua orang istri. Jadi bagian masing-masing istri adalah 1/16 bagian. 

Sherlyna (istri pertama) = 1/16 x Rp 800.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 

 = Rp 50.000.000,00 + harta bersama 

 = Rp 50.000.000,00 + Rp 300.000.000,00 
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 = Rp 350.000.000,00 

Yunita (istri kedua) = 1/16 x Rp 800.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 

 = Rp 50.000.000,00 + harta bersama 

 = Rp 50.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 

 = Rp 150.000.000,00 

El (Asabah) = 14/16 x Rp 800.000.000,00 = Rp 700.000.000,00 

2. Perhitungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dalam ketentuan pasal 119 KUH Perdata sejak dimulainya perkawinan 

terjadi pencampuran harta kekayaan suami dan istri, jika tidak ada perjanjian 

apapun. Maka harta bawaan suami ketika menikah dengan istri pertama terjadi 

pencampuran harta sehingga harta bersama dari perkawinan pertama adalah 

harta bawaan suami (Rp 400.000.000,00) ditambah harta bersama perkawinan 

pertama (Rp 600.000.000), sehingga harta bersama dari perkawinan pertama 

adalah Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan harta bersama dari perkawinan kedua 

adalah Rp 200.000.000,00. Harta bersama dari masing-masing perkawinan ini 

kemudian dibagi dua antara suami dan istri untuk menentukan harta warisnya. 

Harta bersama dari perkawinan pertama = 1/2 x Rp 1.000.000.000,00 

 = Rp 500.000.000,00 (untuk masing-

masing suami dan istri pertama) 

Harta bersama dari perkawinan kedua = 1/2 x Rp 200.000.000,00 

= Rp 100.000.000,00 (untuk masing-

masing suami dan istri kedua) 
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Sehingga harta warisnya adalah harta bersama suami dari perkawinan 

pertama ditambah harta bersama suami dari perkawinan kedua. 

Harta waris = Rp 500.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 

  = Rp 600.000.000,00 

Setelah ditentukan harta warisnya maka dapat ditentukan bagian masing-

masing ahli waris. Seorang istri pertama berdasarkan ketentuan pasal 852 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata mendapatkan bagian sama besar dengan anak, 

sedangkan seorang istri kedua berdasarkan ketentuan pasal 852a Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tidak boleh mendapatkan bagian yang lebih 

besar dari anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian. Maka 

perhitungannya adalah: 

Yunita (istri kedua) = 1/4 = 2/8 x Rp 600.000.000,00 = Rp 150.000.000,00  

    = Rp 150.000.000,00 + harta bersama 

    = Rp 150.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 

    = Rp 250.000.000,00 

(Yunita mendapatkan bagian maksimal, kemudian sisa harta dibagikan sama 

rata untuk istri pertama dan anak) 

Sherlyna (istri pertama) = 3/8 x Rp 600.000.000,00 = Rp 225.000.000,00 

  = Rp 225.000.000,00 + Rp 500.000.000,00 

 = Rp 725.000.000,00 

El = 3/8 x Rp 600.000.000,00 = Rp 225.000.000,00 
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Dalam hal pembagian waris berdasarkan KHI dan KUH Perdata sebelum 

waris dibagikan maka perlu dipisahkan terlebih dahulu harta bersama 

perkawinannya. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang 

diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Mengenai harta bersama dalam 

Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya 

Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya 

masuk dalam rubu’ul mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak 

dibicarakan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh 

karena pada umunya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab. 

Sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami 

istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang 

dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Seterusnya beliau mengatakan, 

oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk 

perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama 

masuk dalam pembahasan syirkah mufāwadah dan abdān. 

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta 

bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan 

Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah 

abdan dan adat.176 Dalam fikih sendiri tidak ditemukan pembahasan mengenai 

harta bersama, karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta 

bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini. Meskipun demikian undang-undang 

                                                             
176 Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 

Agustus 2015”, hlm. 84-85. 
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baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUH Perdata 

merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan.177  

                                                             
177 Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 

Agustus 2015”, hlm. 90. 



96 
 

BABhV 

hPENUTUPh 

A. Kesimpulanh 

Berdasarkanhpenelitian yanghtelah dikemukakan,hmaka penelitihdapat 

menarikhkesimpulan sebagaihberikut: 

1. Ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan 

KUH Perdata: 

a. Ketentuan pembagianhwaris istri dalamhperkawinanhpoligami menurut 

KompilasihHukumhIslam adalah sesuai ketentuan pasal 180 KHI maka 

bagian masing-masing istri adalah sama besar, yaituh1/4 bagianhjika suami 

tidak meninggalkan anak dan 1/8 bagian jika suami meninggalkan anak. 

Bagian-bagian ini dibagi sejumlah istri. Berdasarkan ketentuan pasal 86 

KHI tidak ada pencampuran harta karena perkawinan. Adapun mengenai 

harta bersama menurut ketentuan pasalh94 KHIhbahwa hartahbersama 

darihperkawinan seoranghsuami yanghmemiliki istrihlebih darihseorang 

adalahhterpisahhdan berdirihsendiri, harta ini dihitung mulaihdari akad 

perkawinannya. Berdasarkan pasal 190 KHI bahwa setiap istri berhak atas 

harta gono-gini dari perkawinannya denganhsuami dan seluruh bagian 

pewaris menjadi hak para ahli warisnya. 

b. Ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai ketentuan pasal 852 KUH 

Perdata maka bagian waris istri adalah sama dengan bagian anak. Kemudian 

menurut pasal 852 a KUH Perdata terdapat ketentuan khusus mengenai 
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bagian waris istri kedua yang dengan cara apapun tidak boleh melebihi 

bagian waris anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian. Berdasarkan 

pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan terjadilah 

persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan 

tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Apabila terjadi suami 

atau istri meninggal maka harta terlebih dahulu dibagi dua bagian untuk 

suami dan istri. 

2. Persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam KHI dan 

KUH Perdata: 

a. Persamaan ketentuan pembagian waris istri dalamhperkawinan poligami 

menuruthKompilasi HukumhIslam danhKitab Undang-UndanghHukum 

Perdatahadalah dalam keduanya sebelum harta waris dibagikan maka 

ditentukan terlebih dahulu harta bersama dari setiap perkawinannya, 

kemudian bagian suami menjadi bagian ahli warisnya.  

b. Perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami 

menurut KompilasihHukum Islamhdan KitabhUndang-UndanghHukum 

Perdatahadalah dalamhKompilasi HukumhIslam mengenal adanyahharta 

bawaan,hsedangkan dalam KitabhUndang-Undang HukumhPerdata tidak 

mengenal adanya hartahbawaan. Perbedaan selanjutnya adalahhdalam 

KompilasihHukum Islamhbagian warishmasing-masing istri adalah sama 

besarnya tergantung adahanak atauhtidak adahanak, sedangkan dalamhKitab 

Undang-UndanghHukum Perdatahterdapat ketentuanhmengenai istri kedua 
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yanghtidak bolehhmendapatkan bagianhlebih besarhdari anak dan maksimal 

bagiannya adalah 1/4 bagian.  

B. Saran 

1. Poligami dalam Islam merupakan sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat 

yang membuat seseorang harus melakukan demikian. Sebelum melakukan 

perkawinan poligami sebaiknya masing-masing suami dan istri terlebih dahulu 

mengetahui mengenai ketentuan harta perkawinan mulai dari harta bersama 

sampai pembagian warisnya. 

2. Seorang istri kedua dan seterusnya apabila ingin hak waris dalam perkawinan 

poligami terlindungi, maka seorang ia harus memiliki bukti otentik yaitu antara 

lain surat nikah  dan akta kelahiran anak. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arief, Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011. 

Assyafira, Gisca Nur, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, “Jurnal 

Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 Mei 2020”. 

Bachtiar, Maryati, Hukum waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum 

Berkeadilan Gender, “Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 tt.”. 

Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, 

Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999. 

Al-Bukhariy, Shahih Al-Bukhariy IV, Cairo: daar wa mathba’ Al-Syabiy’. 

Dawud, Abu, Sunanu Abi dawud II, Cairo: Mustafa Al-Babiy, 1952. 

Demak, Rizki Perdana Kiay, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum 

Islam di Indonesia, “Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 6 Agustus 2018”. 

Deni, Misda, et.al., Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam 

Perkawinan Poligami Tanpa Izin, “ Journal of Education, Humaniora and 

social Sciences Vol. 2 No. 3 April 2018”. 

Faizal, Liky, Harta Bersama dalam Perkawinan, “Jurnal Ijtima’iyya Vol. 8 No. 2 

Agustus 2015”. 

Fithriani, Ahda, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi 

Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2, Desember 2015. 

Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003. 



 
 

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur‟an, as-Sunah, dan  

Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan Media Utama. 

Harahap, Yulkarnain, et al, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum 

Perundangan-Undangan, “Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 

2010”. 

Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’ Vol. 8 No. 1, 2014. 

Hariyanto, Erie, Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum 

Pemberlakuannya  di Indonesia), “Jurnal al-Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 

2009”. 

Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, Jakarta: Kencana, 2020. 

Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, “Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 2 Desember 2017”, hlm. 46.  

Kamsil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka,1984. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kompilasi Hukum Islam. 

Laksono, Candra Agung, et.al., Kepastian Hukum Harta Bersama dalam 

Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tt”. 

Majah, Ibnu, Ibni Majah II, Cairo: Mustafa Al-Babiy. 

Manan, Bagir, “Menuju Hukum Waris Nasional”, Jakarta: Makalah, BPHN-

Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, 2009. 



 
 

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2001. 

Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan  dan Hukum  Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Masri, Esther, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Jurnal Krtha 

Bhayangkara Vol. 13 No.2 Desember 2019”. 

Maylissabet, Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat 

(Studi Analisis terhadap Bagian Waris Ahli Waris), “Jurnal Syariah dan 

Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2019”. 

Meliala, Djaja S., Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung: Penerbit 

Nuansa Aulia, 2014.  

Musyarrafa, Nur Ihdatul, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama 

Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah, “Jurnal shautuna Vol. 1 No. 3 

September 2020”. 

Muttaqien, Dadan, Hak Opsi dalam Kewarisan sebagai Tragedi Hukum, “Jurnal 

Al Mawarid Edisi VII 2002”. 

Naskur, Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal tt. 

Perangin-Angin, Effendi, Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. 

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Cet ke-III, Bandung: 

Mandar Maju, 1995. 



 
 

Al-Qur’an, Yayasan  Penyelenggara Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019. 

Al-Qusyairi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, 

Riyadh: Dar al-Hadarat Li an-Nasyri wa al-Tauzi’, 2015. 

RI, Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang 

Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan 

Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. 

RI, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, 

Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012. 

Rodliyah, Nunung, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas 

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Pranata Hukum 

Vol. 8 No. 1 januari 2013”. 

As-Sabuni, Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Islam, terjemah H. Addyz 

Aldizar, Lc, Jakarta: Gema Insani Perss, 1966. 

Sahrani, Tihami, Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010. 

Sahrani,  Tihami, Sohai, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014. 

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: SInar Grafika, 2009. 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996. 

Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Universitas, 1966. 



 
 

Somawinata, Yusuf, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia,  “Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009”. 

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003. 

Suganda, Ahmad, Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris, “Jurnal Ahwal al-

Syakhsiyyah (JAS) Vol. 4 Edisi 1 Tahun 2020”. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

2009. 

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Perada, 2005. 

Suma, Muhammad Amin, Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum 

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Unisia No. 48 tahun 

2003”. 

Sunaryo, Agus, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah 

IAIN Purwokerto, 2019. 

Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta: 

Visimedia 2008. 

Suparman, Maman, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 

Syaifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2012. 

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada 

Media, 2006. 

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2014. 



 
 

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: 

Kencana, 2015. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Uyuni Badrah, et al, Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam, 

“Jurnal El Arbah Vol. 5 No. 1 2021”. 

Vollmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: PT. Raja Gravindo 

Persada, 1996. 

Wasman, et.al., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2011. 

Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015. 

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, Jakarta: Gema Insani 

2011. 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri  

1. Nama Lengkap  : Rizkita Putri  

2. NIM   : 1817304029 

3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 4 November 2000 

4. Alamat Rumah  : Karangnangka Rt 2/2, Kedungbanteng, Banyumas 

5. Nama Ayah  : Karsono   

6. Nama Ibu  : Sunarti 

7. No. Hp   : 087820690654   

B. Riwayat Pendidikan   

1. Pendidikan Formal  

a. SD : SD N Karangnangka 

b. SMP : SMP N 3 Purwokerto  

c. SMA : SMA N 4 Purwokerto  

d. S1 : UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri (2018-2022)   

2. Pendidikan non Formal : -   

C. Pengalaman Organisasi  

1. Anggota OSIS SMP N 3 Purwokerto 

2. Staff SEMA IAIN Purwokerto 

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.    

 

 

Purwokerto, 26 September 2022 

Yang mengajukan, 

 

 

 

Rizkita Putri 

NIM. 1817304029 

 


	2. Vokal
	3. Maddah
	7. Hamzah

